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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BERAU
NO. 863 TAHUN 2010 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr ABDUL
RIVAI BERAU

Murhadi Subowo
Msubowo@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Rumah sakit pemerintah diharapkan. dapat meningkatkan profesionalisme,
kewirausahaan, transparansi dan akunfabilitas melalui Skema Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi, faktor-faktor
pendukung dan penghambat Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD
dr Abdul Rivai Berau dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 11
informan. Data diperoleh melalui survei, observasi, wawancara mendalam dan
data sekunder. Hasil penelitian .menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit dr.Abdul Rivai telah
sesual dengan model implementasi kebijakan ‘yang ada. Disposisi dan struktur
birokrasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, tetapi kinerja sumber
daya dan penyebaran informasi tentang penerapan kebijakan pelaksanaan BLUD
belum dilaksanakan secara maksimal, Qleh karena itu, upaya untuk meningkatkan
sumber daya pelaksanaan kebijakan BLUD dan penyebaran informasi mengenai
penerapan kebijakan tersebut di internal rumah sakit dan terhadap pemangku
kepentingan perlu dimaksimalkan. Selain itu, untuk mencapai kemandirian
anggaran, manajemen rumah sakit harus inovatif berupaya untuk memaksimalkan
sumber-sumber pendapatan yang berkesinambungan.

Kunci : Implementasi, Badan Layanan Umum, Rumah Sakit
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BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA}

A. Deskripsi Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Rivai Bera::
1. Sejarah Singkat
RSUD dr Abdul Rivai Berau terletak diwilayah admir
Berau, di Kecamatan Tanjung Redeb luas tanah 25417 r.
'3.868 m? Rumah sakit dr. Abdul Rivai merupakan rumah =
Kabupaten Berau, yang didirikan pada tahun 1968 deny: -
Kabupaten Berau. Pada tahun 1974 rumah sakit tersebu:
Batumiang di Jalan Pulau Sambit Tanjung Redeb dengan -
gedung Kantor Bupati Berau. Dengan semakin bertambahr .
yvang harus dilayani maka pada bulan Juni 1986 rumah -
kembali untuk menempati gedung baru di Jalan Pulau Par
1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten [
tahun 1990 tanggal 27 Juli 1990 ditetapkan nama RSUD
sebagai pengganti nama RSUD Kabupaten Berau. Pada ta: . .
1999 status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai ¢ .
Rumah Sakit Tipe C oleh Menteri Kesehatan dengan Surat !
124/MENKES/SK/I1/1999.
Visi dan misi RSUD Kabupaten Berau adalah
a. Visi RSUD dr Abdul Rivai Kabupaten Berau : -
Rumah Sakit Terakreditasi dan Kebanggan Masy...

Berau”

65
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rasi Kabupaten
luas bangunan
klt pemerintah

nama RSUD

Jipindahkan ke

- nempati bekas

jumlah pasien

-it dipindahkan
g Pada tahun
:au Nomor 203

-+ Abdul Rivai

al 15 Februari

:apkan sebagai

~qtusan Nomor

iah “ Memadi

.kat Kabupaten
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b. Misi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau adalah :
1) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai standar dengan
berwawasan lingkungan.
3) Menyediakan sarana dan prasarana. yang berkualitas -sesuai
standar.
4) Menyelenggarakan tatakelola organisasi yang baik.
5) Mengembangkan unit usaha strategis dan meningkatkan
kemitraan.
2. Struktur Organisasi RSUD dr Abdul Rivai Berau
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, RSUD Dr.Abdul Rivai
adalah Lembaga Teknis Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Dacrah Nomor 10
Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis |
daerah Kabupaten Berau, RSUD Dr.Abéul Rivai Kabupaten Berau, sebagai
unsur  pendukung kepala Daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab
kepédé Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi
sebagai berikut:
a. Direktur.
b. Tata Usaha, membawahi

1) Sub Bagian Perencanaan
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2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan

¢. Bidang Pengembangan Baku Mutu dan Informasi, membawahi

1) Seksi Pengembangan Baku Mutu

2) Seksi Pengembangan Informasi dan pemasaran

d. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Membawahi

1) Seksi Ketenagaan, Mutu Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.- -

2) Seksi Prasarana,Sarana Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

¢. Bidang Pelayanan Keperawatan

1) Seksi Mutu Pelayanan dan Asuhan Keperawatan

2) Seksi Ketenagaan dan Logistik keperawatan.

f. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional untuk sementara ini berjumlah 13 (tiga

belas) Instalasi yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Adapun Instalasi tersebut terdiri dari

a.

b.

Instaiasi Rawat Jalan
Instalasi Rawat Inap
Instalasi Rawat Darurat
Instalasi PONEK
Instalasi Intensif
Instalasi Bedah
Instalasi Rekam Medik
Instalasi Laboratorium

Instalasi Radiologi
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J. Instalasi Gizi
k. Instalasi Farmasi
I.  Instalasi Rehabilitasi Medik
m. Instalasi Pemelibaraan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
n. Instalasi Kamar Jenazah dan Forensik
0. Instalasi Medical Cek Up
Bagan Struktur organisasi RSUD dr.Abdul Rivai Berau berdasar Peraturan

Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut;

Direktur
1
Kelompok N [ Kepala bagian Tata Usahaj
Jabatan
Fungsional
Ka.Sub.Bag.
= Perencanaan
— J
I ] (" KaSub.Bag )
Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Umum &
Pengembangan Pelayanan Medik & Pelayanan —| Kepegawatan
Baku Mutu & Penunjang Medik Keperawatan L )
Informasi -
[ Ka.Sub.Bag
Keuangan
4 Ka. Seksi (  Kepala Seksi 1 \
[ Ka.Seksi Ketenagaan, Mutu Mutu Pelayanan &
L Pengembangan | Pelayanan Medik & Asuhan
Baku Mutu Penunfang Medik | Keperawatan
- . \. -
Ka.Seksi
7 - { KaSeksie Ketenaegasalﬁ a
Ka.Seksie Prasarana, Sarana Logistik
Pengembangan ]  Pefayanan Medik - Keperawatan
Infor & Pemasaran & Penunjang
- \ p
Gambar 4.1

Bagan Struktur organisasi RSUD dr Abdul Rivai Berau
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Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
N - Status | Tural
o Jenis Tenaga Kepegawaian b
PNS | PTT
Tenaga Medis
1 | Dokter Spesilais 18 18
2 | Dokter Umum 12 8 20
3 | Dokter Gigi 3 3
4 1 Apoteker 6 2 g |
5 | D3 Farmasi 3 3
6 | SMF (Sekolah Menengah Farmasi) 4 4
7 | S1 dan D4 Perawat 15 5 20
8 | D3 Perawat 143 58 201
9 | Sagjana Kesehatan Masyarakat 7 4 11
10 | S1 Gizi 2 2
11 | D3 Gizi 5 5.
12 | D3 Kebidanan 24 11 35
13 | DI Kebidanan 8 8
14 | D3 Analis 9 4 13
15 | D3 Radiografer 6 6
16 | D3 Kesehatan Lingkungan 2 2
17 | D3 Elektromedik 3 3
18 | D3 Perekam Medis 2 2
19 | D4 Fisioterapi I 1 2
20 | D3 Fisioterapi 2 2 -
21 | D3 Okupasi Therapy 1 1
22 | D3 Teknik Gigi 1 1
23 | D3 Anaesthesi 2 2
24 | D1 PMI 3 3
25 | SPK (Sekolah Perawat Kesehatan} 2 2
“Sub Tofal - 380
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JUMLAH TOTAL

70
Tenaga Non Medis
1 Sarjana 30 4 34
2 Sarjana Muda 5 5
3 SLTA 69 62 131
4 SLTP & SD 27 30

Data Ketenagaan RSUD dr Abdul Rivai Kab. Berau Tahun 2015

Tabel 4.1

Dari tabel diatas, RSUD dr.Abdul Rivai memiliki 607 pegawai yang terdiri

dari Pegawai Negeri Sipil 414 orang, Pegawai tidak tetap 193 orang.

Sarana Dan Prasana

a. Poliklinik / Rawat Jalan

Instalasi Rawat Jalan dilayani oleh 15 klinik yang buka setiap han

kerja. Adapun waktu pelayanan dapat dilihat pada table berikut ini :

Jenis dan Waktu Pelayanan Poliklinik / Rawat Jalan

NO. | POLIKLINIK / RAWAT JALAN WAKTU PELAYANAN
1 Klinik Umum 08.00 ~ 14.00
2 Klinik Anak 08.00 — 14.00
3 Klinik Bedah Umum 08.00 — 14.00
4 Klinik Penyakit Dalam 08.00 — 14.00
5 Klinik Mata 08.00 — 14.00
6 Klinik THT 08.00 — 14.00
7 Klinik Kulit & Kelamin 08.00 - 14.00
8 Klinik Kebidanan & Kandungan 08.00 — 14.00
9 Klinik Gigi 08.00 - 14.00
10 | Klinik Bedah Tulang 08.00 — 14.00
11 | Klinik Kesechatan Jiwa, 08.00 - 14.00
12 | Klinik Syaraf 08.00 — 14.00
13 | Klinik Paru 08.00 - 14.00
14 | Klinik Jantung 1 Kali dalam Sebulan
15 | Instalasi Gawat Darurat 24 jam
Tabel 4.2 :




b.

Medlcal Check Up (MCU) dan Pemer:ksaan Kesehatan (KIR
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Dokter) Pelayanan Medical Check Up (MCU) dan Pemenksaan

Kcsehatan (KIR Dokter) dilaksanakan setiap hari kerja jam 08.00 -

14.00

Instalasi Rawat Inap

» Sarana Rawat Inap terletak di dalam RSUD dr Abdul Rlval Berau yang
"

--dr Aol Rivai Berau Talitifi 2015;adalah sebagai bérikut -

" masih terbuka belum adanya pagar khusus. Kapasitas Rawat Inap RSUD

NAMA KELAS |
NoI RUANGAN |yip w! (L1 | {preul keusus isoLagi) O AR
i, ANGGREK | 3 4 4]14] 4 b2 31
2 |BOUGENVILLE 41616 26
3 | CRYSANT |7 2 {alo 22 ]
a-1  DAHLIA 6 |8l28 42
5 | EDELWEIS | 7 ) 7
6 | FLAMBOYAN 818 16
7 [PERINATOLOGI 10 10
$:| TERATAI |12 12
9 ICU 4 4

JUMLAH | 29 16 130]75] 4 14 2 170

) Tabel 4. 3-

: I\apasxtas Instalasi Rawat Inap Berdasarkan Ruang Perawatan

RSUD dr Abdul Rivai Berau Tahun 2015

Pada Tabel 4.3 terlihat jumlah tempat tidur terbanyak pada kelas TI1
yaitu sebanyak 75 tempat tidur, Kelas II sebanyak 30 tempat tidur, VIP

sebanyak 29 Tempat tidur, Kelas I sebanyak 16 Tempat tidur, Kelas
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Khusus sebanyak 14 tempat tidur, PICU sebanyak 4 tempat tidur, Isolasi
sebanyak 2 tempat tidur.
d. Rawat Intensif
Rawatan Intensif terdiri dari Ruang ICU ruang PICU, Pelayanan di ICU
melayani pasien — pasien pasca bedah dan pasien — pasien kegawatan,
Ruang PICU untuk kegawatan anak, Pelayanan ICU dan PICU selama
24 jam.

e. Instalasi Penunjang Medik

Instalasi penunjang medik terdiri dari :
1) Laboratorium
2) Radiologi
3) Giz
f. Instalasi penunjang pelayanan
1) IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Rumakh Sakit)
2) Loundry
3) Air Bersih
4) Instalasi Pemulasaran ienazah
S. Anggaran
RSUD dr Abdul Rivai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan,
mendapatkan 3 (dua) sumber anggaran yaitu APBD (bersumber dari
anggaran Pemda) dan BLUD (bersumber dari hasil usaha rumah sakit)

dapat dilihat di tabel 4.4.
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TAHU | ANGGARAN PENDAPATAN
NO N APBD BLUD(RP) JUMLAH
| 2011 61.777.544.379,20 31.018.108.375,02 |92.795.652.754 .22
2 12012 52.069.654.558,94 37.441.342.004,86 | 89.510.996.563 .80
3 2013 68.602.388.982,94 36.722.054.758,28 | 105.324.443.74 1,22
4 12014 51.708.997.850,00 50.267.193.797,60 | 101.976.191.647 .60
s 12015 71.304.318.350,00 40.401.709.813,38 | 111.706.028.203,38

Tabel 4. 4
Sumber Anggaran RSUD dr Abdul Rivai

6. Pelayanan Rumah Sakit

1) Administrasi Umum, melayani :

a) Pengurusan surat-surat rujukan ke rumah sakit lain.

b) Pengurusan surat keterangan sehat/ sakit.

¢) Pengurusan Visum

2)Rekam Medik, merupakan bagian yang bertugas :

“a. Pelayanan Administrasi rumah sakit terdiri dari dua sub bagian yakni:

a)Mencatat semua kegiatan pelayanan rumah sakit baik  terhadap

pasien rawat inap maupun rawat jalan.

b)Menyediakan data yang otentik dan valid sehingga menjadi

gambaran umum rumah sakit secara keseluruhan.

b. Pelayanan Medis

1) Pelayanan Rawat Jalan

Jumlah Kunjungan pasien berdasarkan kunjungan pada

poliklinik rawat jalan dapat dilihat pada tabel 4.5.
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o [NAMA UNJUNGAN TUMLAH
POLIKLINIK _ [BARU __ [LAMA
1 |pALAM 1451 17556 9007
2 BEDAH 831 005 4836
3 ANAK 1036 2209 3245
4 GIGI 774 378 3152
5 NDUNGAN _ (978 D118 3096
6 SYARAF 432 2523 2955
7 ARU 326 D086 2412
8 THT 633 1772 2405
9  IMATA 671 - l1696 2367 ___|
10 [KULIT 330 791 1321
11 [mwaA 53 861 914
12 |ORTOPEDY 131 771 902
13 _ 259 416 675
14 [JANTUNG 25 92 317
Tabel 4.5

Kunjungan Pada Poliklinitk Rawat Jalan tahun 2015
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa angka kunjungan rawat jalan
tertinggi pada tahun 2015 adalah pada klinik Penyakit Dalam
yaitu 9007 pasien dan terendah pada poliklinik Jantung 317

pasien.

. Pelayanan Rawat Inap

Angka kunjungan pasien rawat inap RSUD dr Abdul Rivai
Berau dapat dilihat pada tabel 4.6, Pada tabel tersebut
menunjukan bahwa angka kunjungan pasien rawat inap
berdasarkan ruang perawatan yang tertinggi adalah pasien
ruang Ruang perawatan Anggrek yakni 2.307 pasien Ruang

Anggrek ini merupakan ruang perawatan anak dan yang
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terendah adalah paisen ruang perawatan Melati yakni 25

pasien.
AMA

NO RUANGAN JUMLAH

I |IANGGREK 2307

2 DAHLIA 2165

3 |[CRYSANT 1613

4 I BOUGENVILE 1362

5 [FLAMBOYAN 1220

6 |TERATAI 939

e e e T VR e RS

PERINATOLOGI 633
EDELWEIS 485

10 [ICU 122

11 [IGD 114

12 IPONEK 31

13 [MELATI 25
JUMLAH 11831

Tabel 4 .6
Kunjungan Rawat Inap

Berdasarkan Ruang perawatan Tahun 2015

8. Penunjang Medis
Terdiri dari Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium dan
Rehabilitasi Medik

7. Capaian Kinerja RSUD dr Abdul Rivai

Dalam pencapaian kinerja melalui kegiatannya RSUD Dr. Abdul

Rivai diharapkan dapat meningkatkan penerimaan rumah sakit. Sebagai
salah satu kinerja keuangan yang dapat dilihat dari indikator-indikator
seperti tercapainnya cost recovery, Evectivenes, efesiensi, efisien,

liquiditas, solvabilitas, menurunya bed debt. Sedangkan untuk kinerja
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pelayanan dibarapkan dapat tecapainya volume kegiatan serta
bertambahnya diberbagai unit layanan. Untuk kepuasan terhadap pasien
RSUD Dr.Abdul Rivai disamping menyediakan fasilitas sarana dan
prasarana juga dapat memberikan pelayanan prima serta dapat
memberikan jaminan keamanan seperti semakin berkurangnya
kehilangan barang dan kenyamanan seperti semakin berkurangnya
tingkat komplaih serta kecelakaan pasien.

Tercapainya kinerja RSUD Dr.At_)__c}ul Rivai tidak terlepas dari

~ disiplinnya SDM yang semakin }I{eh_iﬁ;i{;{&éfaiﬁ ‘hal ini kepatuhan

terhadap SOP semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tahun Keterangan
Standar g
INDIKATH :
NO ! OR | Sawan Rasio 2015 2016 Capaian Prosentase
Kunjungan
A . -~ LX)
1 Pasien Rawat. | Orang 37458 | 37.995 537 1,43%
Jalan
Kunjungan 0
2 1GD Orang 6.132 | 9563 3431 55,95%

3 | RawatInap (926) |-7.83%

11.831 | 10.905

0, n \Y - 0
4 |BOR % | 6085 | . a4 | -1652%
) K o
5 |BORkelasIl |% 6085 | g, 152 70 | 84,34%
6 | ALOS Hari | 6-9hari | s 1 | 1953%
7 | ToOI | Hai | 1-3had | ) 1 | 100,00%
. : . | 0
8 | BTO Kali | 40-50 | o 5 1856%
[+
9 |NDR %o <25 |, - 2 | 16.92%
0
10 | GDR %o <45 |, a4 5 |1901%
Tabel 4.7

Perbandingan Kinerja Pelayanan RSUD.Dr.Abdul Rivai Kabupaten Berau
Tahun 2014 - Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator pada:
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a)Kunjungan Rawat Jalan pada tahun 2015 naik sebesar 2.348
(6,69%) arﬁnya diperkirakan angka kejadian penyakit mengalami -
kenaikan..

b)Kunjungan IGD pada tahun 2015 naik 661 pasien (12,08%) dari
tahun sebelumnya

c)Kunjungaq rawat inap pada tahun 2015 naik 2.686 'pasien (
29,37%) dari tahun sebelumnya.

d)BOR (Bed Occupancy Rate atau Angka penggunaan tempat ndur)

pada tahun 2015 sebesar 85 41% atau na1k 21 15‘%; bor kelas I
sebesar 82 4% atau natk sebesar 20,82%.

e)ALOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien
dirawat) pada tahun 2015 sebesr 3,38 artinya rerata lama pasien di
rawat ada_lah 3, 38 hart.

£} TOI (Turn Over Interval yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur
tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya) turun pada
tahun 2015 dengan angka 0,77 hari artinya interval penggunaan
tempat ticiur fahun 2015 lebih cepat dari tahun 2014 berada di
bawah ratio (1 -3 hari)

2)BTO (Bed Turn Over yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada
satu periode atau berapa kéii fempat tidur yang dipakai dalam satu
satuan waktu/periode) pada tahun 2015 naik menjadi 53,8 dan
tahun 2013 (53 kali) artinya frekuensi penggunaan tempat tidur

naik dibandingkan dengan tahun 2013 dikhawatirkan sterilisasi
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tempat tidur kurang terjamin karena masih diatas standar ratio (40-
30 kali)

h)NDR (Nct Death Rate adalah angka kematian 48 jam setelah
dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar RS) pada tahun 2015
naik 11% artinya rumah sakit mampu meningkatkan kinerja dengan
fasilitas yang tersedia hingga mampu menurunkan angka kematian
> 48 Jam dari tahun sebelumnya. |

i) GDR (Gross Death Rate adalah angka kematian umum untuk tiap-

tiap 1000 penderita keluar RS ) pada tahun 2015 naik 21.8 %
artitya responsipitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat
karena mampu menurunkan angka kematian umum dari tahun
sebelumnya,
8. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM) tahun
2016
Standar Pelayanan Minimum (SPM), menggambarkan ukuran
pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah yang
akan menerapkan PK BLU/BLUD dengan mempertimbangkan kualitas
layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan

memperoleh layananPencapaian SPM tahun 2016 dapat dilihat pada tabel

4.38.
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IGD

75%

Ketersediaan tim penanggulangan bencana,
Pemberian Pelayanan kegawat daruratan yang
bersertifikat yang masih berlaku
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

Rawat Jalan

10

20

-minimal-yang ditetapkan --—- —--- —— —

Dokter Pemberi Pelayanan di poliklinik
Spesialis, Waktu tunggu di rawat Jalan,
Penegakan  Diagnosis TB  melalui
pemeriksaan Mikroskopis, Pasien rawat jalan
TB yang ditangani dengan strategi DOTS,
peresepan obat sesuai formularium, serta
kepuasan pasien masih di bawah standar

Rawat Inap

14

64.3

Kamar mandi tanpa pengamanan, Angka
Kejadian Infeksi Nosokomial, Kematian
pasien > 48 jamkejadian pulang paksa, dan
Kepuasan pasien masih di bawah Standar,
pasien RI TB yang di tangani dengan strategi
DOT masih di bawah satandar minimal yang
di tentukan

Bedah Sentral

11

10

91

Kepuasan pasien blm diukur.

Persalinan &
Perinatologi

10

60

Kemampuan menangani BBLR

(1500 gr - 2500 gr), kepuasan Pasien masih
kurang serta angka secsio yangi melebihi
standard an penanganan bayi lahir dengan
aspiksia

Intensif

83.3

Kepatuhan terhadap hand hygiene masih di
bawah standar

Radiologi

71.4

Angka kerusakan Foto masth di atas standard
dan terjadinya penurunan angka kepuasan
pasien di unit radiologi bila dibanding tahun
2015

Laboratorium
Patologi Klinik

10

60

Pemberi pelayanan Patologi Klinik |,
ekspertisi hasil laboratorium, waktu tunggu
hasil pelayanan laboratorium kepuasan
pelanggan masih di bawah standar

Rehabilitasi
Medik

60

Belum tersedianya Dokter Rehab Medikdan
masih ada kejadian kesalahan tindakan
rehabilitasi medik dan kepuasan pelanggan
yang belum sesuai standar ’

10

Farmasi

57

Terjadinya peningkatan pada indikator waktu
tunggu pelayanan obat jadi dan obat racikan
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serta penurunan indeks Kepuasan pelanggan
Sisa makanan yang tidak termakan oleh
11 | Gizi 6 4 67 pasien masih melebihi standar baku dan
Kepuasan pelanggan masih di bawah standar
. Belum tersedianya bank darah secara khusus
12 | Tranfusi Darah | 5 1 20 di RSUD
13 | Gakin 6 5 83 Kepuasan Pelanggan kurang
Ketidaklengkapan pengisian rekam medik 24
jam setelah selesai pelayanan , Kelengkapan
informed concent setelah mendapatkan
14 | Rekam Medik |6 2 33 informasi yang jelas, masih kurang waktu
tunggu penysdiaan dokumen rekam medik
rawat jalan, serta kepuasan pelanggan masih
B melebihi standar .
47| pensalokisi | - Ketersediaan --Fasilitas- - dan - peralatan|
15 Lim%ah 5 3 60 pengolahan limbah rs dan pengolahan
‘ Limbah Padat belum sesuai peraturan
16 Administrasi 16 15 94 Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal
Manajemen 20 Jam Pertahun belum mencapai standar
17 | Ambulans 7 5 71.4 | Kepuasan pelanggan yang tidak ternkur
Pemulasaraan
18 Jenasah 7 5 71.4 | Kepuasan pelanggan belum Terukur
Pemeliharaan Ketepatan waktu pemeliharaan alat belum
19 sarana RS 6 4 67 sesuai jadwal pemeliharaan,  Ketepatan
Waktu kalibrasi belum tepat waktu
20 Pelayanan 7 4 160 Ketepatan pengelolaan linen infeksius belum
Laundry tepat, Ketersediaan linen masih kurang
Anggota tim PPI yang terlatih, Pelaksanaan
Pencegahan & program PPI belum sesuai rencana, Kegiatan
21 | Pengendalian |6 3 50 pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/
Infeksi health care associated infection (HAI) di
rumah sakit belum semua terlaksana
22 Pelayanan 6 2 33.3 | Hanya dua indikator tercapai
Keamanan
Pencapaian
SPM UMUM

Tabel.4.8
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM ) Tahun 2016
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Pada tabel 4.8 terlihat hasil pengukuran Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Rumah Sakit, yang terdiri dari 171 indikator kinerja yang
semuanye melibatkan seluruh komponen tenaga baik medis maupun non
medis yang ada di rumah sakit, di dapat beberapa data pencapaian sebesar
23 % untuk capaian Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis
Internal sébesar 38.6 % dan perspekﬁf Pertumbuhan dan Pembelajaran
mencapai 31% dengan total indikator yang tercapai sebesar 65,5% atau

112 indikator kinerja, hal ini menandakan ada 28.1% indikator kmer]a

‘belum mencapm target standar mlmmal termasuk mdlkator kmex]a tldak
terukur ( tidak ada data), pencapaian ini terjadi penurunan sebesar 2.1%
dari evaluasi pencapaian tahun 2015, dari hasil prosentantase ketidak
tercapainya dan ketidak terukurnya data indikator kinerja tidak terlepas
dari keterlibatan pihak-pihak yang terkait, tidak hanya sumber daya
manusia yang menjadi péran utama namun keterlibatan seluruh
stakeholders yang ada dirumah sakit, beberapa indikator yang belum
mencapai standar pada masing-masing unit kerja menjadikan evaluasi
ki}lérja bagi masing-masing Instalasi, meskipun kepuasan pelanggan
inenjadi unsur yang esensial untuk merealisasikan tujuan pelayanan rumah
sakit , akan tetapi hal itu bukan merupakan langkah pamungkas bagi
rumah sakit, dan di sebutkan langkah yang sesungguhnya bagi rumah sakit
adalah berpijak atas keutuhan penyelenggaraan pelayanan dengan
mengutamakan tugas kemasyarakatan, schingga makna kepuasan
pelanggan dalam hal ini lebih menekankan pada proses

pencapaiannya,beberapa data primer yang didapat menjadi data kajian
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yang perlu di analisa berdasarkan analisa situasi saat ini dan menjadi isu-
: isu strategis dalam rencana tahunan peningkatan mutu padal masing-
masing bidarg pelayanan di tahun - tahun selanjutnya.
B. Iniplementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr Abdul Rivai Berau
 Pemerintah Kabupaten Berau telah mengeluarkan Surat Keputusan
Bupati Beran No.863 Tahu 2010 tenfang Penetapaﬁ Rumah Sakit dr Abdul

Rivai Tanjung Redeb Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

" Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan Status Penuh, pada pasal
kedua mengharuskan RSUD dr Abdul Rivai untuk melaksanakan beberapa
hal diantaranya:

1. Pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk melaksanakan tugas
dan fungsi pelayanan kesehatan, _
Dilihat dari data sekunder, Sumber Daya Manusia RSUD dr Abdul
Rivai memiliki 18 dokter sepesialis, sumber daya ini bisa dimaximalkan
dengan pemanfaatna mereka untuk mengisi praktek malam di rumah
sakit. Selama ini masih menjalarLka;l rutinitas sebagai staf fungsional di
rumah sakit dengan praktek di luar rumah sakit sebagai sampingan
mereka, padahal Pemda sebagai stakeholder yang paling berpengaruh
telah memberikan funjangan khusus yang jumlal'l‘nyé. sangat besar di
anfara pegawai Pemda lainnya.
Sumber daya lainnya adalah sumber dana atau anggaran. Sumber dana
yang telah ada sebagai pendapatan RSUD adalab dari jasa layanan,

APBD, APBN, hibah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
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Informan 8 mengatakan:

“Sumber anggaran pendapatan BLUD diantaranya Jasa layanan,

APBD, kerjasama dengan pihak lain, pendapatan lain-lain yang
sah.”

-Sumber daya yang akan datang dan bisa ditingkatkan lagi adalah
pemanfaatan fasilitas rumah sakit untuk menambah pendapatan rumah
sakit. Dari hasil wawancara , hampir semua memberikan pendapat
tentang upaya meningkatkan pendapatan rumah sakit, diantaranya

informan ke 11 yang mengatakan:

““_Upaya §ang da;;af md—i iz;lléukan u—ntﬁk meningkatkaﬁ pendapatan
BLLUD RSUD adalah kerjasama dengan pihak lain,sewa ruangan,
sewa tempat untuk ATM, kontribusi dari mahasiswa magang, kantin,

dan lahan parkir.”

2. Penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal

Standar  Pelayanan Minimal Rumah  Sakit adalah
penyelenggaraan, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan
pelayanan keperawafan baik rawat inap maupun rawat jalan, dan
pelayanan manajemen yang Minimal harus diselenggarakan rumah
sakit. SPM memiliki pengertian sebagai bentuk program mutu intemal
dan eksternal oleh institusi kesechatan sebagai penyelenggaran
pelayanan kesehatan sehingga untuk menjamin terselenggaranya
pelayanan kesehatan yang bermutu, dilakukan pemantavan dan

penilaian terhadap tenaga kesehatan dana dan sarana, disamping

terhadap kebijakan, organisasi dan manajemen institusi kesehatan.

Evaluasi pelaksanaan SPM merupakan pengukuran kinerja yang
digunakan untuk menentukan kemajuan atau selesai tidaknya suatu

strategi berdasarkan standar pelayanan minimal dengan menggunakan
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balance  scordcard yang merupakan serangkaian pengukuran yang
menjadi alat bagi manajer untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota
organisast dan stakeholder eksternal mengenai outcome dan kinerja
sebagal ukuran menilai kemajuan dalam mencapai tujuan strategik
organisasi. yang telah disepakati bersama dimana evaluasi kinerja
menggunakan beberapa indicator yaitu berupa pengukuran yang
berorientasi  pada  pengukuran  proses  yaitu = mengukur

kemajuan/perubahan hasil, dengan berbagai persfektik, pengukuran

yang berorientasi pada hasil yang _d-icé,pai merupakan dampak dari hasil
pelayanan yang terrangkum dalam indeks kepuasan pelanggan dan
beberapa keluhan pasien sebagai pengguna jasa layanan di RSUD Dr.
Abdul Rivai.

Dari hasil pengukuran capaian standar indikator kinerja pada
tiga tahun berjalan diperoleh kesimpulan bahwa Dari 171 indikator
kinerja pada tahun 2014 di peroleh capaian sebesar 126 indikator
dengan prosentase sebesar 73.7 %pada tahun 2015 di peroleh capaian
sebesar 123 indikator kinerja dengan prosentasi sebesar 71.9 %,

sedangkan pada tahun 2016 diperoleh capaian sebesar 114 indikator
kinerja dengau prosentase sebesar 66,67%

. Penyempurnaan Rencana Strategi Bisnis,

Periode perencanaan jangké menengah dalam bentuk Renstra
RSUD dr. Abdul Rivai agar kelangsungan dan tujuan organisasi lebih
terarah dan saling berkelanjutan dengan periode sebelumnya maka
sebagai Sztuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

RSUD dr. Abdul Rivai berkewajiban untuk menyusun Rencana
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Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2021 dengan format Rencana
Strategis Bisnis (RSB).

Sesuai Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 11 Rencana
Strategis Bisnis merupakan rencana strategi dan gambaran program
lima tahunan yang harus ada di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD;
dimana: |
a. Rencana strategis bisnis merupakan rencana strategis lima tahunan

yang mencakup, antara lain pernyataan visi, m151,program strategls

pengukuran pencapalan kme;]a rencana pencapaian hma tahunan
dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD,

b. Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud diatas
merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima
tahunan, peﬁanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan
program.

c. Dalam dua periode penyususunan Rencana Strategi Bisnis yang
dilakukan RSUD dr Abdul Rivai sudah mengalami penyempurnaan
karena sudah sesuz;i dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
Dalam penyusunannya, RSUD dr Abdul Rivai bekerjasama dengan
BPKP kantor cabang Samarinda sebagai pendamping sekaligus
“konsultan .

4. Peningkatan efisiensi,
Pengelolaan keuangan sekarang ini dilaksanakan berdasarkan Pola

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang

memberikan keleluasaan kepada Rumah Sakit untuk mengelola
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keuangan sendiri. Rumah Sakit tidak lagi menyetor pendapatan kepada

pemerintah daerah pendapatan tersebut langsung digunakan untuk

memenuhi keperluan rutin sumah sakit yang memerlukan penanganan

dan tindakan yang cepat, namun dengan sistem BLU Rumah Sakit tetap

berkewajiban untuk melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran

kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan perundangan yang

berlaku.

_1). Pendapatan RSUD dr Abdul Rivai Berau yang bersumber dari

BLUD jréﬁﬁi dari jésa layanan dan _ p;:ngiéﬁatan lain-lain yang sah

dapat dilihat pada tabel 4.9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD dr Abdul Rivai Berau jika di

bandingkan dengan realisasi belanja selama 3 (tiga) tahun terakhir

mengalami penurunan, bahkan di tahun 2015 mengalami defisit.

TARGET REALISASI .
NO | TAHUN { PENDAPATAN | PENDAPATAN Bﬁﬁg“&b S“"“Z‘li’lgeﬁs“ %
(Rp) (Rp)

1 | 2011 |26.768,112,000.00 | 31,018,108,375.02 | 26,054,260,827.58 | 4,063 ,847,547.44 | 13.10
2 | 2012 |29.998.896,000.00 | 37,441,342,004.86 | 30,493 531,351.97 | 6,047.810,652.89 | 23.16
3 | 2013 | 36,246,451,999.99 | 36,722,054.758.28 | 35.904,606,676.36 | 817.448,081.92 | 2.26
4 | 2014 | 56,034,624,582.00 | 50.267,193.797.60 | 40.534,313,650.72 | 732,880,146.88 | 131
5 | 2005 | 57.812,300,082.00 | 40.401,700.81338 | 45,180,816,671.78 | (4,779,106,858.40) | -11,38

Hal

tersebut  terjadi

Tabel 4.9 :
Data Pendapatan dan realisasi belanja
BLUD RSUD dr Abdul Rivai Berau Tahun 2015

karena penentuan target pendapatan yang

dipergunakan untuk menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah

sakit, terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan realisasi penerimaan

sesungguhnya.
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2) Pendapatan BLUD RSUD dr Abdul Rivai yang bersumber dari APBD

dapat dilihat pada tabel 4.10. Pada tabel 4.10 terlihat setiap tahun

Anggaran APBD yang diterima jika dibandingkan dengan realisasi belanja

terdapat Efisiensi Anggaran (SILPA) yang dikembalikan lagi ke Pemda

Kabupaten Berau.
APBD
NO |TAHUN REALISASI SILPA
ANGGARAN — lppr aNTA
1 2011 61,777,544,379.20 [39,619,670,154.00  [22,157,874,225.20
2 2012 52,069,654,558.94 [36,884,386,308.00 " 15,185,268,250.94
3 RDI3 68,602,388,982.94 [45,985925513.00  [22,616,463,469.94
4 2014 51,708,997,850.00 [40,920,260,594.00 10,788,737,256.00
5 2015 71,304,318,390.00 160,788,995,319.56 10,515,323,070.44
Tabel 4.10
Data Pendapatan dan realisasi belanja
BLUD RSUD dr Abdul Rivai Berau
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk dapat mengoptimalkan Pelayanan

Kesehatan,

Pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) tahun 2016-2021 Perspektif
Pertumbuhan Dan Pembelajaran yaitu menilai kemampuan (kualifikasi) serta
komitmen SDM Rum;zh Sakit sebagai salah satu aset yang sangat penting dan
merupakan faktor kunci keberhasilan untuk mencapai visi dan misi Rumah
Sakit khususnya dalam menghadapi era globalisasi di bidang kesehatan. '
Adapun indikator kinerja yang dicapai pada perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.11. Pada tabel 4.11
menunjukan bahwa masih perlu adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk dapat mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut dapat

dilakukan jika mendapatkan dukungan dana yang memadai baik dari
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anggaran APBD maupun anggran yang bersumber dari pendapatan rumah

sakit.

No. | Key Performance Indicator Standar | 2015

1 Tenaga Medis dan Non Medis Bersertifikat sesuai kompetensi 100% | 77,00%
Tenaga Administrasi Umum yang memiliki kompetensi sesual

2 _ 100% | 75,00%
dengan bidangnya ,

3 Pegawai mendapat pelatihan 20 jam pertahun 100% |47%
Ketersediaan tenaga medis dan paramedis di setiap unit layanan

4 : 100% | 83,00%

sesuai dengan tipe rumah sakit

- Tabel 4.11: °
" Perspekfif perfumbuhan dan pembelajaran di tahun 2015~

Pada capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bagian Pelayanan
Administrasi Manajemen poin Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam
pertahun hanya mencapai 47% di tahun 2015 dan 51% di tahun 2016 ,masih
dibawah standar dari yang seharusnya yaitu > 60%.

Pasal ketiga Surat Keputusan Bupati Berau No.863 Tahun 2010 juga
menyatakan RSUD dr Abdul Rivai dalam menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK-BLUD) berkewajiban meningkatkan presentase
tingkat kemandirian pendapatan operasional dari tahun ke tahun secara
terncana, konsisten dan terukur . Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 4.12.
Dari tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa pendapatan anggaran dari APBD
masih mendominasi dalam operasional Rumah Sakit. Hal ini menunjukan
bahwa pada pasal 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati Berau No.863 Tahun 2010
tentang kewajiban meningkatkan kemandirian pendapatan operasional belum

tercapai.
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ANGGARAN PENDAPATAN (Rp)
NOo | TAHUN TOTAL ;SI}II(I;)GARAN
APBD BLUD
1 2011 61.777.54437920 | 67% 31.018.108.375,02 33% | 92.795.652.754,22
2 2012 52.069.654.558,94 | 58% 37.441.342.004,86 42% | 89.510.956.563,80
3 2013 68.602.388.982,94 | 65% 36.722.054.758,28 35% | 105.324.443.741,22
4 2014 51.708.997.850,00 | 51% 50.267.193.797,60 49% | 101.976.191.647,60
5 2015 71.304.318.390,00 | 64% 40.401.709.813,38 36% | 111.706.028.203,38
6 2016 60.554.090,150,00 | 52% 56.235.711.677,43 48% | 116.789.801.827,43

Tabel 4.12
Perbandingan pendapatan APBD dan BLUD

apabila tanpa menggunakan APBD tidak cukup untuk memenuhi

operasional rumah sakit bahkan tidak pernah mencapai 50% dari total

anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional rumah sakit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Badan

Layanan Umum daerah di Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Rivai
Berau
Wawancara (/n-depth interview) dilaksanakan pada tanggal 23 - 28
Januari 2017 dengan mewawancarai 11 orang pejabat RSUD dr Abdul Rivai. |
Wawancara dilakukan di berbagai tempat yaitu 6 orang di ruang kerjanya, 1
orang di ruang komite medik dan 4 orang di ruang tamu bidang baku mutu,
hal ini dilakukan karena kesibukan pejabat maupun kesibukan ruang kegja
yang bersangkutan. Informan terdiri dari 9 pria dan 2 wanita, berusia 43-58
tahun dengan masa bakti di RSUD antara 2 - 31 tahun.
Informan terdiri dari Kepala Tata Usaha (pejabat Keuangan BLUD),

(Pejabat  Teknis BLUD),  Kasubbag

Kasubbag  Perencanaan

Keuangan(Pejabat Teknis BLUD), Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
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(Pejabat Teknis BLUD), Kasi Pengembangan Baku Mutu, Kasi
Pengembangan Informasi Dan Pemasaran, Kasi Prasarana Sarana Pelayanan
Medik Dan Penunjang Medik, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan,
Ka.Seksie Ketenagaan dan Logistik Keperawatan, Kepala Seksi Mutu
Pelayanan dan Asuhan Keperawatan dan seorang staf keuangan yang
merupakan pejabat teknis BLUD.

Dari 11 informan tersebut 9 orang bekerja sejak pertama menjadi PNS,

dua orang baru masuk menjadi pejabat, di RSUD selama 2 tahun ini. Lima

informan yang terlibat secara langsung Iﬁeﬁjédi Pé:jabat BLUD il;;lny-za satu
orang yang mengaku terlibat langsung dan mengerti dalam menggiring
regulasi hingga RSUD dapat berstatus BLUD sehingga mampu memberikan
gambaran proses implementasi dengan detil. Meskipun sebagian besar
informan sudah bekerja sejak pertama menjadi PNS di RSUD dr Abdul
Rivai, akan tetapi mereka merasa tidak pernah terlibat baik dalam proses
awal terbentuknya BLUD maupun setelah kebijakan Bupati Berau
mengenai BLUD Penuh pada RSUD dr Abdul Rivai.

Hampir semua informan memahami dengan baik kemudaban yang
diperoleh oleh RSUD yang berbentuk BLUD dalam pengelolaan keuangan..
Informan sebagian besar memiliki persepsi yang tidak benar tentang PPK-
BLUD, informan mengatal&ém.bahwa apabila RSUD sudah menjadi BLUD
maka harus dikelola tanpa APBD.

Saat ini rumah sakit telah memiliki perangkat yang cukup lengkap guna
mendukung keberhasilan BLUD baik dari SDM, piranti pendukung yaitu

regulasi turunan berupa Peraturan atau Keputusan Bupati.
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Adanya Kebijakan Bupati Berau No.863 Tahun 2010 tentang Penetapan
Rumap Sakit dr Abdul Rivai Berau Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan Status Penuh harusnya
menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan kesehatan
khususnya rumah sakit satu-satunya di Kabupaten Berau ini.

Permasalahan dalam implementasi kebijakan Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah .Sakit, tidak hanya dihadapi oleh RSUD dr Abdul Rivai
saja. Akan tetapi hampir semua rumah sa%it pernah mengalami kendala dalam
permulaan merubah pofa pengél(;l-aan keuméan yailé b'e1:sumbér 7 dari
pendapatan rumah sakit sendiri. Yaitu dari pola pengelolaan SKPD biasa
menjadi lebih flexibel dengan pola pengeloaan keuangan BLUD.

Pasal kesatu Surat Keputusan Bupati Berau No.863 Tahun 2010
menetapkan Rumah Sakit Umum dr Abdul Rivai Berau menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
Pasal kedua Surat Keputusan Bupati Berau No.863 Tahun 2010 tentang
Penetapan Rumah Sakit dr Abdul Rivai Tanjung Redeb Menerapkan Pola
Pengelolaan Kevangan Badan Layanan Umum Daerah (PI"K BLUD) dengan
Status Penuh, mengharuskan RSUD dr Abdul Rivai untuk melaksanakan
beberapa hal diantaranya:

1. Pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk meldicsénakan tugas
dan fungsi pelayanan kesehatan,

2. Penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal,

3. Penyempurnaan Rencana Strategi Bisnis,

4. Peningkatan efisiensi,
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5. Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk dapat mengoptimalkan
Pelayanan Kesehatan,
Pada Pasal ketiga Surat Keputusan Bupati Berau No.863 Tahun 2010
menyatakan RSUD dr Abdul Rivai dalam menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK_BLUD) berkewajiban meningkatkan presentase
tingkat kemandirian pendapatan operasional dari tahun ke tahun secara
terncana, konsisten dan terukur
Pertimbangan dipilihnya Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau menjadi
 sdsaran Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan
bukan instansi lain adalah karena ada aturan yang mengharuskan semua
RSUD menjadi BLUD.
Informan 11:
“Pertimbangan dipilihnya Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau
menjadi sasaran Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan Layanan
Umum Daerah adalah karena ada aturan yang mengharuskan
RSUD menjadi BLUD”
Informan 3:
“Pertimbangan dipilihnya Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau
menjadi sasaran Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan Layanan
Umum Daerah adalah karena ada usulan dari rsud, karena ada
beberapa permasalahan pelayanan makan minum pasien,
pemberangkatan pasien tidak mampu karena sifatnya situasional,
pembelian obat tiap saat bisa beli kalo apbd harus lelang. dan
karena semua RSUD harus BLUD”
Sejak tahun 2009, semua rumah sakit di haruskan menjadi BLUD, aturan
tersebut adalah Undang-undang Rumah Sakit No.44 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat
3 Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis

dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau
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Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau
Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Teori George C. Edward, menyebutkan bahwa implementaéi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, vaitu komunikasi,
sumberdaya, dispesisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi
kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja
‘hambatan dalam implementasi kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan .
" Layanan Umum Daerah. _

Edwards meﬁyebutkan bahwa empat faktor yang berpehgamh
terhadap implementasi kebijakan tersebut bekerja secara simultan dan
berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan  menghambat
implementasi kebijakan .

1. Komunikasi
Peraturan Bupati Berau Nomor 863‘ tahun 2010  tentang

Penetapan Rumah Sakit dr abdul Rivai Tanjung Redeb Menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK

BLUD) dengan status penuh, haruslah di implementasikan pada

RSUD dr Abdul Rivai. Kebijakan tersebut akan terlaksana dengan baik

apabila di komunikasikan dengan stakeholder terkait.

Dari hasil wawancara dengan informan di RSUD dr Abdul Rivat
tentang Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah pada

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau, sebagian informan

masih belum memahami makna status penuh pada Pola Pengelolaan
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Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). yang ada pada
Rumah sakit Umum Daerah dr Abdul Rivai Berau. Seperti yang di
katakan oleh informan 6 berikut ini :

“Maksud dari BLUD penuh adalah seluruh keuangan dikelola
sendiri, mencari dan melaksanakan sendiri oleh rumah sakit
tanpa ada anggaran dari APBD”

Permendagri 61 tahun 2007 pada pasal 27 ayat (1) Status BLUD
bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan
dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang,
prosedur pengelolaan keuangan. Ayat (2) Status BLUD bertahap tidak
diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan
utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa. Hal ini dapat dimaknai
bahwa BLUD Penuh diberikan flexibilitas pada pengelolaan barang,
pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan
prosedur pengelolaan keuangan maupun pengelolaan investasi,
pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

Pertanyaan kedua terkait variabel komunikasi adalah dalam
pembentukan kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ini,
adakah Pemerintah Kabupaten Berau melakukan tindakan sosialisasi
bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah?

Dari hasil wawancara dengan informan, menyatakan jika pernah
ada sosfalisasi yang dilakukan oleh Pemda tentang BLUD pada RSUD

dr Abdul Rivai meskipun tidak semua mengikutinya. Sosialisasi itu
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dilakukan melalui rapat yang diikuti instansi terkait yaitu SKPD diluar
Rurah Sakit, dan dari pihak RSUD dr Abdul Rivai sendiri diwakili
oleh pejabat baik direktur, kepala tata usaha, dan kepala bidang,

Informan 1 menyatakan:

“Sosialisai perah 1 kali melibatkan skpd fain bertempat di pemda
sebelum BLUD terbentuk, bentuknya workshop, yang menikuti
Pejabat RSUD dan SKPD lain dalam pertemuan tersebut, untuk
berapa kali saya tidak tau”

Informan 2 menyatakan:

“Sebelum BLUD pernah ada sosialisasi, skpd lain diundang,
pembicara dari konsultan, setelah BLUD terbentuk belum pemnah
ada sosialisasi, bentuknya workshop, yang mengikuti pejabat
struktural saja, sosialisasi cuma sekali itu saja sebelum BLUD
terbentuk™

Informan 6 menyatakan:

“Pernah ada sosialisasi di Pemda, yang menhadiri PEMDA,
DINKES, RSUD, BAPEDA, PMI, KB, CAPIL, bentuknya
workshop, dari RSUD yang mengikuti pejabat struktural saja,
jumlahnya saya lupa”

Informan omor 11 menyatakan:
“Sosialisasi oleh Pemda. pernah dilaksanakan sebelum BLUD
terbentuk dan sesudah seingat saya 3 (tiga) kali melaui rapat di
Pemda , yang mengikuti semua SKPD dan rumah sakit yang

mewakiii Direktur , Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang,
jumlahnya saya tidak ingat”

Soaialisasi yang pemah dilakukan Pemda Berau hanya sebatas
perwakilan pejabat dari RSUD saja, informan yang diwawancarai
Informan 4 yang menyatakan:

“Mungkin.pertemuan atau sosialisasi dari Pemda mengenai BLUD

mungkin. ada, cuma saya gak tau, jadi saya gaktan siapa saja yang
ikut dan berapa kali dilaksanakan sosialisasi. Sosialisasi di tingkat
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rumah sakit mungkin pernah ada cuma saya tidak pernah dilibatkan,
mungkin cuma direktur kepala Tata Usaha, bagian Keuangan,
maupun bagian perencanaan”

Informan 8 menyatakan:

“ Sosialisasi mengenai BLUD oleh Pemda pernah ada tapi saya tidak
i_k[]t”

Informan 10 menyatakan yang pernyataanya ini hampir sama dengan 6
(enam) informan lainnya:

“ Sosialisai dari Pemda, saya tidak tau itu, mungkin pemah ada, tidak
pernah dilibatkan, sosialisasi di rumah sakit juga saya tidak tau”

Dalam pembentukan kebijakan pengelolaan Badan Layan-an Umum
Daerah 1ni, informan menjelaskan jika sosialisasi di rumah sakit tentang
kebijakan Badan Layanan Uinum Daerah pernah dilakukan, hanya saja
melibatkan sebatas pejabat pengelolanya saja yaitu pimpinan BLUD,
Pejabat Keuangan BLUD, dan Pejabat Teknis BLUD.

Informan 11 menyatakan:

“Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau pernah melakukan sosialisasi

mengenai kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah”
”Yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat pengelola
kevangan BLUD yaitu pimpinan BLUD, pejabat keuangan
BLUD, dan Pejabat Teknis BLUD”

Informan 8 menyatakan:

“Soaialisasi mengenai kebijakan yang mengatur tentang
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pemah dilakukan di
rumah sakit, tapi saya tidak ikut”

”Yang paling berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat pengelola
keuangan BLUD vyaitu pimpinan BLUD, pejabat keuangan
BLUD, dan Pejabat Teknis BLUD”

Informan 7 mengatakan:
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” Yang paling berperan dalam pelaksanaan Pola Pengelolaan BLUD
setau saya ada tim sendiri akan tetapi saya tidak tau, cuma terima
DPA saja, iya, saya cuma langsung menerima DPA tidak tau siapa
yang berperan di BLUD”

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa soaialisasi tentang
kebijakan Badan Layanan Umum daerah hanya bagian tertentu saja dari
RSUD dr Abdul Rivai dan yang berperan dalam proses awal sampai
pelaksanaan kebijakan BLUD pada RSUD dr Abdul Rivai Brerau. Hal
ini diperkuat dengan jawaban dart semua informan.

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran ditetapkan ataw didentifikasi oleh keputusan-
keputusan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan
yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhimya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-
sasaran kebijakan itu sendiri.

Tujuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerak PPK-BLUD adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan  tugas-tugas.
pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(Pasal 3
Permendagri No 61/2007).

Seperti wawancara dengan informan 1 :

“Dengan terlaksananya Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan

Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau

tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan
mutu pelayanan rumah sakit”
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Hal tersebut juga dikatakan oleh informan 2, 8, dan informan 11
mempunyai pendapat yang sama dengan informan 1.

Menurut Edward III salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik.
antara pembuat kebpakan dengan pelaksana kebijakan juga harus
terjalin komunikasi yang baik antara para pelaksm kebijakan. Tiga hal
penting yang dibahas dalam proses komunikasi implementasi kebijakan
yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

"Dari wawancara diatas, menguatkan teori Edward yang menyebutkan
bahwa proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:
transmisi, kejelasan kan konsistensi.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan
adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu
keputusan, 1a harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan
suatu perintah untuk pelaksanaannya sudah dikeluarkan, Implementasi
kebijakan akan efektif apabila aktor yang ditunjuk sebagai
pelaksananya mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.
Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan
l.cepacia personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-
perintah dapat ditkuti. Tentu saja, komunikasinya harus akurat dan
harus dimengerti dengan cermat oleh peiaksana. Pejabat Pengelola
BLUD RSUD dr Abdul Rivai yang mengikuti sosialisasi di Pemda
seharusnya meneruskannya kepada pejabat dan karyawan RSUD dr

Abdul Rivai lainnya dengan komunikasi baik.
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Jika  kebijakan-kebijakan yang ingin  diimplementasikan
: sebagaimana mestinya, maka petunujuk-petunjuk itu harusiah jelas.
Pada saat proses transmisi tersebut, haruslah disampaikan mengenai
keharusan bagi rumah sakit untuk menlaksanakan beberapa hal sepertt
yang termuat dalam Kebijakan Bupati Berau mengenai Badan Layanan
Umum Daerah pada RSUD dr Abdul Rivai. Jika petunjuk-petunjuk
pelaksanaan itu tidak jelas, maka para implementor akan mengalami
kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu,
mercka juga akan mempunyai keleluasaan untuic memaksakan
pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementast kebijakan,
pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-
pandangan atasan mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan
acnan.

Jika kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah
pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah
yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur
kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah
tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan
tugasnya dengan baik.

Komunikasi adalah proses penyampatan informas';‘i ﬁtau pesan dari
komunikator kepada komunikan. Komunikasi akan berhasil dengan
baik apabila pesan yang diterima dapat dimengerti dengan baik.
Komunikasi merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai

sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain
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tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, di mana hal tersebut
merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi
sosial yang efektif. Pada dasarnya, komunikasi memberikan kontribusi
besar pada lingkungan pekerjaan atau organisasi yaitu memberikan
dasar atau fondasi kepada tiap individu pada organisasi dalam
menciptakan partisipasi yang efektif. Selain itu, melalui komunikasi
memungkinkan lingkungan organisasi yang kondusif.

Komunikasi harus dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan dalam mewujudkan Implementasi Kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum daerah dr Abdul Rivai
Berau. Komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai serta
serta pengetahnan seluruh elemen rumah sakit yang merata tentang
Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit
Umum Daerah dr Abdul Rivai Berau tersebut.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, terlihat bahwa
informasi tentang Badan Layanan Umum Daerah hanya sampai pada
pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah saja, belum sampai
pada pejabat yang lain. Seharusnya Pejabat Pengelola BLUD yang telah
mengikuti sosialisasi di Pemda, berperan melakukan sosialisasi kembali
kepada seluruh elemen rumah sakit.

Komunikator sangat berperan dalam strategi komunikasi.
Strategi komunikasi haruslah mudah dimengerti, sehingga komunikator

dapat segera mengadakan perubahan apabila ada suatu faktor yang
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mempengaruhi komunikasi. Faktor-faktor yang berpengaruh bisa terdapat
pada kom}__nonen media atau komponen komunikan, sehingga tujuan yang
diharapkan tidak tercapai. Komunikator mempunyai kemampuan untuk
melakukan perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku komunikasi
melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa
komunikator ikut dengannya. Dalam hal ini pelaksana kebijakan harus
memberi kenyamanan kepada seluruh aparatur agar implementasi
kebijakan berjalan lancar.

Komunikasi pada Implementasi Kebijakan Badan Layanan
Umum Daerah di Rumah Sakit Umum daerah dr Abdul Rivai Berau ini
dimaksudkan untuk memudahkan Rumah sakit dalam memahami dan
melaksanakan substansi dari Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di
Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Rivai Berau tersebut. Komunikasi
ini menggambarkan proses yang menghubungkan unsur-unsur yang ada
dalam komunikasi itu sendiri. Dalam komunikasi ini sebagai penentu
keberhasilan komunikasi adaiah semua unsur yang terdapat dalam
komunikasi.

Transformasi informasi dalam rangka Implementasi Kebijakan
Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum daerah dr Abdul
Rivai Berau akan dapat menghasitkan tingkat implementasi yané Baik
apabila penyampaian informasi tersebut sesuai dengan sasaran secara
tepat dan jelas dengan konsistensi yang tetap dan media yang tepat dan
jelas. Transformasi informast yang terdapat dalam bentuk sosialisasi pada

upaya implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah ini dapat
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dilakukan baik secara perseorangan maupun kepada seluruh ramah sakit |
batk pada saat rapat umum rumah sakit, rapat komite medik, rapat komite- 7
keperawatan dan apel pagi.

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas
dan tidak membingungkan. Penyampaian informasi dengan jelas, dapat
dimengertt dan dipahami merupakan faktor yang bisa menentukan
keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum
Daerah di Rumah Sakit Umum daerah dr Abdul Rivai Berau ini. Oleh
karena itu peny-rarnpaian sosialisasi Implementasi Kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum daerah dr Abdul Rivai
Berau tidak cukup hanya sebatas Pejabat Pengelola Badan Layanan
Umum Daerah saja.

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaiakan berkenaan
dengan implementast kebijakan akan mendorong terjadinya interpretast
yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.
Namun demikian ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu
menghalangi implementasi. Pada tataran t_ertentu, para pelaksana
membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Ada enam
faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi menurut
" Bdwards III Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan
publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok
masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan,

masalah-masatah  dalam memulai kebijakan baru, menghindari
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pertanggungjawaban  kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan
pengadilan.
Komunikasi yang dilakukan, dapat dimulai dari pejabat pengelola
keuangan Badan Layanan Umum Daerah . Menurut Permendagri Nomor
61 tahun 2010 Pasal 34 ayat (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas
pemimpin, pejabat keuangan; dan pejabat teknis.

Ayat (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan
PPK-BLUD.

Pada RSUD dr Abdul Rivai Berau, yang bertindak sebagai
pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD dr Abdul Rivai Berau, Pejabat
keuangan adalah Kepala Tata Usaha RSUD dr Abdul Rivai Berau,
Pejabat teknis BLUD dijabat oleh 4 (empat) orang yaitu Kasubbag
Perencanaan, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan seorang
staf bagian keuangan yang memang seorang sarjana akuntansi dan
mempunyai waawasan lebih mengenai BLUD RSUD dr Abdul Rivai
Berau.

2. Sumber Daya
Sunber daya merupakan hal penting dalam implementasi
kebijakan. Kebijakan yang ada apabila sudah di komunikasikan tanpa
adanya sumber daya tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas,

informasi dan kewenangan .
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Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
implernentasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandatan
sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
Sumber daya manusia yang dimiliki, jika dilihat dari latar belakang
pendidikan sudah cukup baik, mengingat sebagaian besar informan
mempunyai gelar kesarjanaan, hanya satu informan meskipun lulusan
Sekolah Menengah Atas akan tetapi pengalaman kerjanya berpuluh-
puluh tahun bekega di rumah sakit niscaya akan mempermudah
pemahamannyé ténfang BLUD.

Dalam wawancarea dengan informan, sebagai Sumber Daya
Manusia pada RSUD dr Abdul Rivai, mereka mampu menjelaskan latar
belakang adanya kebijakan BLUD pada RSUD dr Abdul Rivai Berau.
Adapun yang menjadi latar belakang dibentuknya Kebijakan Bupati
Berau No.863 Tahun 2010 Tentang Badan Layanan Umum Daerah di
Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau adalah untuk meningkatkan
pelayanan.

Informan I mengatakan:

“Latar belakang dibentuknya BLUD pada RSUD adalah karena

memang ada aturan yang mengharuskan RSUD menjadi BLUD

dan pertimbangan dipilihnya Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau

menjadi sasaran Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan Layanan

Unium Daerah dipilih RSUD sebagai BLUD adalah karena ada

usulan dari RSUD sendiri”
Informan 3 mengatakan:

“Latar belakang dibentuknya BLUD pada RSUD adalah

mempermudah pengelolaan kuangan, lebih flexibel menggunakan

anggaran daripada APBD dan pertimbangan dipilithnya Rumah

Sakit dr Abdul Rivai Berau menjadi sasaran Kebijakan Bupati
Berau Tentang Badan Layanan Umum Daerah dipilih RSUD
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sebagai BLUD adalah karena ada usulan dari RSUD, karena ada

beberpa  permasalahan pelayanan makan minum  pasien,

pemberangkatan pasien tidak mampu karena sifatnya situasional,
pembelian obat tiap saat bisa beli kalo APBD harus lelang. dan
karena semua RSUD harus BLUD”

Informan 4 mengatakan:

“Latar belakang dibentuknya BLUD pada RSUD adalah RSUD
berorientasi pelayanan publik, memerlukan pelayanan yang cepat
dalam hal pembiayaan yang flexible”

Informan 6, 7 dan 9 berpendapat hampir sama dengan informan 5 yang
mengatakan: -

“Latar belakang dibentuknya BLUD pada RSUD dr Abdul Rivai
yaitu pada pengadaan barang sepeti makanan pasien, obat-obatann,
alat medis, reagen laboratorium, kalau seperti SKPD biasa repot
karena harus menunggu anggaran di awal tahun sementera
kebutuhan RSUD itu tidak bisa ditunda, dengan BLUD sangat
membantu”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber Daya
Manusia di RSUD dr Abdul Rivai mempunyai pengetahuan dan tekad
yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dibuktikan dengan
mereka mengusulkan ke pemerintah daerah untuk mengimplementasikan
Badan Layanan Umum daerah di RSUD dr Abdul Rivai dengan berbagai
latar belakang diatas.

Sumber daya lain yang berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan adalah sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan

menghambat  pelaksanaan program  kegiatan, sehingga akan

mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakat.




43061.pdf
106

Semua informan berpendapat sumber pendapatan BLUD RSUD dr
Abdul Rivai berasal dari jasa pelayanan, APBD, APBN, kerjasama
dengan pihak lain; pendapatan lain-lain yang sah.

Informan 1 menyatakan :

“Sumber dana BLUD: pelayanan RSUD, parkir, ATM center,CSR
perusahaan”

Informan 6 menyatakan :

“ Sumber dana BLUD RSUD dr Abdul Rivai berasal dari jasa
layanan, hibah, APBD, pendapatan lain-lain yang sah”

Informan 10 menyatakan:

“Sumber dana BLUD RSUD dr Abdul Rivai berasal dari jasa

layanan, kerjasama perusahaan, mahasiswa magang, sewa ATM,

kunjungan instansi lain”
Informan 8 dan 11 menyatakan hal yang sama:

“Sumber dana BLUD berasal dari jasa pelayanan, hibah, APBD,

APBN, kerjasama dengan pihak ketiga, pendapatan lain-lain yang

sah, akan tetapi untuk hibah selama ini kita belum pemnah

mendapatkan”

Untuk meningkatkan pendapatan BLUD RSUD dr Abdul Rivai,
upaya-upaya yvang bisa dilakukan kedepannya adalah dengan kerjasama
dengan pihak lain, sewa ruangan, sewa tempat untuk ATM, mahasiswa
magang, kantin, dan lahan parkir. Upaya lain adalah dengan
meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia rumah sakit, dengan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah sakit dan
mengkatkan kualitas sarana dan prasarananya, dengan demikian maka

akan lebih meyakinkan pasien untuk mendapat pelayanan di rumah sakit.

Informan 3 dan S berpendapat sama yaitu:




43061.pdf
107

“Upaya untuk meningkatkan pendapatan BLUD RSUD dr Abdul
Rivai adalah dengan peningkatan sarana prasarana, dokter spesialis
ditambah, sehingga meningkatkan kunjungan pasien”

Informan 10 menyatakan :

“Upaya untuk meningkatkan pendapatan BLUD RSUD dr Abdul
Rivai adalah dengan membuat ruang rawat inap khusus karyawan
perusahaan tersebut kerjasama apabila ada waktu kosong ruangan
tersebut tidak dipakaikan bisa untuk pasien umum”

Informan 11 mengatakan :
“Upaya untuk meningkatkan pendapatan adalah kerjasama dengan
pihak lain sampai saat ini ada 48 perusahaan yang bekerjasama,
pengelolaan parkir, sewa gedung atm, sewa gedung unutk
pertemuan”

Upaya untuk meningkatkan pendapatan tersebut sudah sesuai dengan

aturan yaitu menurut Permendagri nomor 61 tahun 2007 Pasal 60

menyebutkan, pendapatan BLUD dépat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

¢. hasi! kerjasama dengan pihak lain:

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Sumber daya yang lainya adalah fasilitas atau sumber daya
peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan memudahkan
dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya
fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam melaksanakan

tugasnya. Sumber daya yang berupa fasilitas yang diberikan Pemda

sebagian besar menyatakan memadai.
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Informan 10 mengatakan:
“Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Berau dalam mengelola Badan Layanan Umum Daerah ini sangat
membantu dar sangat memadai”
Informan 6 mengatakan:
“Fasilitas-fasilitas yang diberikan ofeh Pemerintah Kabupaten
Berau dalam mengelola Badan Layanan Umum Daerah ini sangat
memadai” _
Informan 2 mengatakan:
‘ “Fasilitas rumah sakit, saat ini belym memadai,contohnya: banyak
" pasien yang may rawat inap dan menginginkan ruang VIP harus
menunggu melalui daftar tunggu, ruang VIP masih kurang dan area
parkir juga kurang”
Dari hasil wawancara di atas menunjukan secara keseluruhan, fasilitas
yang diberikan Pemda memadai, hanya pada saat-saat tertentu tingkat
hunian pasien di ruang rawat inap penuh bahkan sampai di lorong-lorong
rumah sakit pasien membludak; semua ruang rawat penuh, hal ini
dikarenakan Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau adalah rumah sakit satu-
satunya di Kabupaten Berau. Tingkat ekonomi masyarakat yang
membzik menimbulkan ruang VIP rawat inap selalu penuh bahkan yang
ingin mempergunakan fasilitas itu harusmengantri. Untuk keberadaan
tempat parkir sebenarnya sudah cukup luas, hanya saja perlu ditata lebih
rapi dan tertib, hal inilah yang memberikan peluang bagi rumah sakit
unutk mengelola parkir seca'r'a 'profesional sehingga meningkatkan
pendapatan rumah sakit.
Sumber Daya Informasi dan Kewenangan, menurut Edward dalam

Winamo (2015), ada dua bentuk informasi yvang pertama informasi

mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk
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pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar
pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Menganai sumber daya informasi
terkait petunjuk pelaksanaan kebijakan, Informan 8 mengatakan:
“ Petunjuk Pelaksanaan(Juklak) dan Petunjuk Teknis (Jukmis)
berkaitan dengan implementasi BLUD adalah Perbub No 18
tahun 2010 yaitn tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Unitim Daerah pada RSUD dr Abdul
Rivai Berau”
Informan 2 mengatakan:
“Informasi tentang petunjuk pelaksanaan ya dari Kementrian,
Pemda dengan Perbub nomor 18 tahun 2010 tadi.. kalo juklak
Jjuknis yang khusus itu belum tau”
Kewenangan adalah sumber daya berikutnya yang ikut memengaruhi
keberhasitan implementasi kebijakan.
Informan 8 mengatakan:
* Status BLUD RSUD dr Abdul Rivai adalah BLUD Penuh, yang
artinya kita diberikan flexibilitas anggaran, pendapatan RSUD tidak lagi
disetor ke Pemda, akan tetapi dikelola sendiri oleh rumah sakit”
Informan 11 mengatakan:
“ Status BLUD RSUD dr Abdul Rivai adalah BLUD Penuh, yang
artinya kita diberikan flexibilitas anggaran, bisa mengelola keuangan
untuk mebiayai diri sendiri aritnya pendapatan RSUD tidak lagi
disetor ke Pemda, akan tetapi dikelola sendiri oleh rumah sakit,
Menurut Restianto, E Yanuar (2015:16) status BLUD Penuh diberikan
fiexibilitas pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan pendapatan,
pengelolaan belanja, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan barang,
pengelolaan utang, pengelolaan pintang , pengelolaan investasi, perumusan
standar, kebijakan,sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
RSUD dr Abdul Rivai melalut kebijakan Bupati Berau nomor 863 tahun
2010 diberikan status BLUD Penuh telah diberikan kewenangan berupa

flexibilitas pengelolaan keuangan. Sehingga pejabat pengelola keuangan




4310:{36.pdf

BLUD, harus bisa memanfaatkan suber daya kewenangan tersebut
semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanai rumah sakit.

Edward III dalam Widodo menegaskan bahwa “kewenangan yang
cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga
akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan”.

- Ketika institusi dihadapkan pada masalah yang memerlukan penanganan
yang cepat maka kewenangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
Permendagrt Nomor 61 tahun 2007 fentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah te;lah memberikarll. kewengan

kepada rumah sakit dengan memberikan fleksibilitas keuangan.

3. Disposisi
Salah satu faktor yang mempengarvhi implementasi kebijakan
adalah sikap implementor atau disposisi. Jika implementor setuju dengan
bagian-bagian isi dari kebijakan vang akan di jalankan maka mereka akan
melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda
dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami
banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Sikap yang harus di miliki aparatur terhadap kebijakan yang akan
dijalankan meliputi kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana
untuk merespon program kearah peneﬁr'nﬁan atau penolakan, dan
intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami
maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan
dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan

' yang ada didalamnya: sehingga secara sembunyi mengalihkan dan
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menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat
pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dari hasil wawancara, Pertimbangan Pemda Kabupaien Berau
memberikan disposisi untuk menetapkan RSUD dr Abdul Rivai Berau
menjadi Badan Layanan Umum Daerah karena rumah sakit adalah
pelayanan publik yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia
yaitu kesehatan.

Pertimbangan dipilihnya Rumabh Sakit dr Abdul Rivai Berau
menjadi sasaran Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan Layanan Umum
Daerah dan bukan instansi lain adalah karena RSUD dr Abdul Rivai
adalah instansi pelayanan publik yang menangani kebutuhan dasar
masyarakat yaitu kebutuhan kesehatan serta menyangkut jiwa/nyawa
sseorang. Hal ini seperti yang di katakan oleh informan 2, 4, 5, dan
informan 7.

Informan 7 mengatakan:

“Pertimbangan dipilihnya Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau

menjadi sasaran Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan Layanan

Umum Daerah dan bukan instansi lain adalah karena RSUD adalah

SKPD yang memberikan pelayanan menyangkut hak dasar manusia

yaitu kesehatan”
Informan 5 mengatakan:

“Pertimbangan dipilihnya Rumah Sakit dr Abdul Rivai Berau

menjadi sasaran Kebijakan Bupati Berau Tentang Badan Layanan

Umum Daerah dan bukan instansi lain adalah karema Pelayanan

RSUD dr Abdul Rivai menyangkut nyawa, tidak bisa diprediksi,

sehingga diharapkan mempercepat pelayanan™

Dari pertimbangan tersebutlah maka disposisi atau kecenderungan

implementor /informan, mereka sangat mendukung dengan adanya BLUD
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pada rumah sakit ini karena dengan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daersh akan memberikan kemudahan pengelolaan
anggaran sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan cepat dan tepat. Dengan BLUD, apabila ada kebutuban mendadak
untuk pelayanan kepada pasien, maka pembelian alat maupun obat-
obatan bisa diadakan segera tanpa harus menunggu anggaran seperti jika
pengelolaannya seperti SKPD biasa.
Seperti yang disampaikan informan 11 sebagai berikut:
* Atasan atau kita rumah sakit sangat mendukung Kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit dr Abdul Rivai ini, adapun
bentuk dukungannya adalah dengan adanya rapat internal dari
Pejabat pengelola BLUD baik saat penyusunan anggaran maupun
pada saat kebutuhan mendesak merubah Rencana Bisnis Anggaran
(RBA).”

Informan 6 mengatakan:

* Dukungan kita berupa rapat setiap 4 bulan sekali, bahas anggaran
BLUD, yang ikut pejabat pengelola BLUD”

Informan 8 mengatakan:
“ Bentuk dukungan kita sebagai pejabat teknis yaitu rapat tiap saat
dibutuhkan, seperti tiba-tiba ada alat kesehatan yang rusak dan harus
diperbaiki atau beli baru, kejadian ini mengharuskan merubah
anggaran yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis dan Aggaran,
sehingga kita perlu segera rapat”
Informan menanggapi kendala-kendala apa saja yang dihadapi
Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit
Umum Daerah dr Abdul Rivai saat ini.
Informan 3 mengatakan:
“Kendala yang dihadapi saat ini adalah aset pemasukan belum maximal

karena masih memakai pola tarif lama arena yang belum mendukung
penghasilan BLUD dari tahun 2009, saran saya segera rubah pola tarif”
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Informan 4 mengatakan: _

“ kendala yang dihadapi BLUD di RSUD kita adalah belum
transparan dan fleksibel, sarannya harus lebih transparan dan
fleksibel”

Informan 8 mengatakan:

“Kendala yang dihadapi saat ini adalah Pemda belum menguasai
tentang BLUD juga jadi susah jika kita ingin konsultasi, saran saya
perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang
BLUD baik pengelola BLUD, seluruh rumah sakit maupun pemda,
atau study banding ke RSUD yang telah mengelola BLUD dengan
baik dan benar”

Informan 2 mengatakan:

“Anggaran untuk memenuhi kebutuhan RSUD belum tercukupi
termasuk peralatan dan SDM seharusnya dengan BLUD ini,
sebagian bisa kita laksanakan/terpenuhi . Masalah saat ini yang
dihadapi BLUD adalah pendapatan BLUD belum terpenuhi
sehingga saya mendengar ada kerugian-kerugian akan tetapi belum
pernah dibahas secara terbuka dan semestinya tidak semua
anggaran dikeluarkan, kalau tidak terlalu penting seperti perjalanan
dinas, honor-honor yang seharusnya dipecah-pecah untuk banyak
orang jangan hanya untuk satu orang saja, honor untuk pengelola
BLUD sebaiknya untuk 3 bulan saja jangan 12 bulan karena ada
pemborosan, saran dari saya scharusnya semua bidang membuat
target pendapatan, jadi di akhir periode ada evaluasi tentang target
tersebut apakah tercapai atau tidak,di evaluasi mengapa tidak
tercapai dan bagaimana meningkatkan pencapaian target tersebut”

Infonnann' 10 mengatakan:

“Kendala BLUD adalah rencana pendapatan tidak sesuai dengan
realisasi pendapatan ankan mengganggu perencanaan yang telah
disusun, saran dari saya pelayanan di tingkatkan, pengelolaan
keuangan sebaik mungkin, perubahan pola tarif harus segera
dilakukan”

Informan 9 mengatakan:
“Kendala yang dihadapi adalah anggaran dari jasa layanan belum
mencukupi untuk operasional rumah sakit, SDM banyak yang belum
paham BLUD, sarannya adalah harus mengambil konsultan untuk
mengembangkan BLUD RSUD, SDM perlu ditingkatkan wawasan
mengenai BLUD karena masih benyak yang tidak pabham berupa
Bimtek, pelatihanstudy banding, komitmen bersama untuk
memajukan BLUD RSUD schingga tidak hanya mementingkan
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masing-masing kelompoknya «

Dalam; melaksanakan kebijakan bary, dihadapkan dengan masalah
hukum yang akar dihadapi oleh pelaksana kebijakan. Hai ini memberikan
peringatan agar sikap kehati-hatian pelaksanaan kebijakan Badan Layanan
Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Rivai ini tidak
berlebihan.

Sebagian besar informan memahami bahwa ada landasan hukum
yang mengatur tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan.
Umum Daerah diantaranya PP No 23 tahun 2005, Permendagri 61 tahun
2007, Perbub No 18 tahun 2010 dan Perbub No 863 tahun 2010.

Informan 10 menyatakan:

“ Yang melindungi rumah sakit dalam pelaksanaan kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah adalah Perbub Nomor 18 tahun 2010”

Informan 8 dan 11 menyatakan hal yang sama yaitu:
“ Yang melindungi rumah sakit dalam pelaksanaan kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah adalah Permendagri 61//2007, Perbub
18/2010, Perbup 8563/2010”

Informan nomor 1 menyatakan:

€<

Landasan hukumnya yang melindungi rumah sakit dalam
pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah adalah
Permendagri nomor 61 tahun 2007~
Disposisi Pemda dalam Implementasi BLUD RSUD dr Abdul.Rivai

adalah dengan menerbitkan kebijakan yaitu Perbub Nomor 18 tahun 2010

dan Pebub Nomor 863 tshun 2010 serta membentuk Dewan Pengawas.

Pembentukan Dewas adalah usulan dari Rumah Sakit dr Abdul Rivai

kepada Bupati Berau mewakili Pemda Berau, hal ini menunjukan disposisi
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yang kuat dari kedua belah pihak dalam upaja umplementasi kebijakan
Badan Lyanan Umum Daerah pada RSUD dr Abdul Rivai‘ini.
Seperti yang disampaikan informan 2:
“Dalam implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah,
partisipasi Pemda adalah membentuk dewas (Dewan Pengawas),
itupun sangat terlambat karena baru saja terbentuk tahun
2016,padahal seharusnya setelah terbentuk BLUD tahun 2010 harus
langsung dibentuk dewas, SPI (Satuan Pengawas Internal) saja baru
tahun 2017 ini, itu saja masih belum memenuhi syarat™
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksaﬁa kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran, Karakter penting yang harus dimiliki oleh
pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tingg.
Kejyjuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa
program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari
pelaksana kebijakan akan membuvat mereka selalu antusias dalam
melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesual
dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakah. Apabila implementator memiliki sikap yang baik
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak
mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi
Salah satu bagian penting dalam implementasi kebijakan adalah

birokrasi yang terdiri dari Standar Prosedur Operasional (SPO) dan

fragmentasi. Struktur birokrasi ini penting karena akan mempengaruhi
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apakah kepentingan rumah sakit terpenuhi atau tidak dengan adanya
kebijakan Badan Layanan Umum Daerah ini. Mengenai hat ini informan
menyatakan terpenuhi kepentingan rumah sakit dengan pola pengelolaan
BLUD meskipun RSUD masih memerlukan tambahan anggaran dari
APBD yang jumlahnya sangat besar.

Penilaian Pemda terhadap pelakssanaan BLUD pada RSUD dr
Abdul Rivai, sebagian besar mengungkapkan bahwa dengan BLUD
seharusnya kemandirian anggaran semakin baik, dan ketergantungan
dengan APBD semakin berkurang. Meskipun demikian, Pem;la masth
tetap memberikan peluang dengan menyediakan anggaran jika rumah
sakit mengusulkan sesuai kemampuan daerah.

Informan 11 yang mengatakan:
“ Penilaian Pemda terhadap pelaksanaan BLUD pad RSUD dr Abdul
Rivai adalah Pemda mendukung penuh kebijakan dan program yang

dilakukan RSUD, memberikan flexibilitas, selalu memberikan
peluang kepada RSUD dengan penyediaan anggaran bila diperlukan™

:_-Standar Prosedur Operasional yang berupa Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) atau Peturijuk“Tclmi; (Juk:l;ﬁs) Bédan Layanana Umum Daerah
adalah yaitu Perbub Nomor 18 tahun 2010 tentaﬁg Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr Abdul
Rivai Berau. Dalam kebijakan tersebut mengacu pada Permendagri
nomor 61 tahun 2007 yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan
BLUD pada RSUD dr Abdul Rivai .

Informan 8 mengatakan:
“ Juklak Juknis berkaitan dengan implementasi BLUD adalah Perbub
No 18 tahun 2010 yaitu tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr Abdul Rivai
Berau”
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Informan 2 mengatakan :
“Petumjuk pelaksanaan dari Kementrian, dari Pemda Perbub No 18
tahuz 2010, kalau Juklak Juknis yang khusus tentang BLUD RSUD
1tu belum tay™

Informan 6 mengatakan:
“Dalam pelaksanaan kebijakan BLUD di RSUD dr abdul Rivai, SOP
fJuklak / Juknis adalah Perbub tadi yaitu Perbub nomor 18 tahun
20107

Informan 11 mengatakan:

“SOP Juklak/ Juknis tentang BLUD di RSUD dr Abdul Rivai adalah
berupa Perbub no 18/2010”

Koordinasi yang dilakukan pada RSUD dr Abdul Rivai Berau, diikuti
oleh pejabat pengelola keuangan BLUD yaitu pimpinan BLUD, pejabat
keuangan BLUD, dan Pejabat Teknis BLUD.

Informan 8 sebagai berikut:
“Koordinasi BLUD pada RSUD dr Abdul Rivai dilakukan

sewaktu-waktu diperlukan dan dilakukan oleh pimpinan BLUD,
pejabat keuangan BLUD, dan Pejabat Teknis BLUD”

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan informan berpendapat tidak ada
koordinasi karena selama ini RSUD dr Abdul Rivai berdiri sendiri
sebagai SKPD di bawah Pemda langsung, sehingga laporan keuangan

Juga langsung dikirimkan ke Pemda Kabupaten Berau.

Pada‘ pertanyaan ke lima yang berhubungan dengan struktur
birok:rasi' yaitu tentang aturan-aturan yang medukung pelaksanaan BLUD
pad RSUD dr Abdul Rivai diantaranya PP 23 tahun 2005, Perbub 18
tahun 2010 Permendagri 61 tahun 2007, Perbub 863 tahun 2010 hanya

dua informan yang bisa menyebutkan lengkap yaitu informan 8 dan 11,

lima informan bisa menyebutkan sebagian aturan tersebut, dua informan
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tidak bisa menyebutkan nomor kebijakan dan tahun kebijakan, serta
tnforman 5 dan 7 tidak mengetahui aturan penidukung tersebut.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya
kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan
ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. -

Edward III dalam Winarno (2014:155) menjelaskan bahwa
“fragmentasi merupakan penyebaran tanggung ja“ralg_Alguatu kebijakan
kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”.
Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan
program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit
dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi
pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.(Budi
Winarno, 2014)

1) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Berau.

Dari hasil wawancara dengan informan RSUD dr Abdul Rivai Berau,
peneliti mendapat beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi
Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Berau adalah
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1. Komunikasi

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum

Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau dari faktor

komunikasi diantaranya adalah:

a. Adanya rapat rutin yang diadakan oleh RSUD dr Abdul Rivai, batk
rapat manajemen, rapat komite medik, rapat komite keperawatan
maupun rapat gabungan semua elemen rumah sakit.. Selama ini
dalam rapat tersebut masih membicarakan perihal pelayanan dan
'pelaporan secara umum, belum membicarakan masalah khusus
yaitu BLUD RSUD. Langkah kedepanya perlu diadakan rapat
khusus yang mebicarakan tentang implementasi kebijakan Badan
Layanan Umum daerah pada RSUD dr Abdul Rivai Berau.

b. Adanya pertemuan rutin yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten
Berau, khususnya dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja
Anggaran) maupun Penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran) setahun 2(dua) kali, yaitu pada tahap penyusunan
anggaran murni d;':m anggaran perubahan, sehingga merupakan
waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan mengenai Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD dr Abdul Rivai.

Adapun faktor perif;hémbat Implementasi Kebijakan Badan Layanan

Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau dan

faktor komunikasi diantaranya adalah belum adanya sosialisasi khusus

tentang BLUD di lingkungan RSUD dr Abdul Rivai kepada semua

.kbmponen rumah sakit baik pejabat maupun karyawan rumah sakit.
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2. Sumber Daya

Faktor pendukung Implementast Kebijakan Badan Layanan Umum

Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau dari faktor

sumber daya diantaranya adalah:

a. Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu sarjana
menjadi modal penting dalam implementasi BLUD

b. Pemda Kabupaten Berau sangat mendukung pelayanan keschatan
pada RSUD dr Abdul Rivai dengan anggaran yang sudah diberikan
maupun memberikan peluang mengajukan anggaran melalui APBD
pabila diperlukan sesuai dengan kemampuan Pemda.

c. Fasilitas yang terdiri dari saraua dan prasarana rumah sakit yang
cukup memadai sesuai standar.

Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumahb Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau darnt
faktor sumbet daya diantaranya adalah

a. Sumber Daya Manusia di rumah sakit yang memahami masalah

| BLUD masih sangat terbatas , d_emikian pula di Pert;da.

b. Keterbatasan lahan yang dimilik RSUD dr Abdul Rivai sehingga
kesulitan mengembangkan bangunan untuk meningkatkan pelayanan
dan pendapatan rumah sakit.

¢. Realisasi anggaran yang bersumber dari APBD masih belum
maksimal sehingga banyak anggaran APBD yang dikembalikan ke

Pemda karena tidak terealisasi.
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3. Disposisi
Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau dari faktor
disposisi diantaranya adalah
a. Pejabat pengelola BLUD RSUD dr Abdul Rivai bergelar sarjana
sehingga menungkinkan untuk mempunyai pemikiran yang terbuka
dengan adanya kebijakan baru yaitu Pola Pengelolaaﬁ Keuangan
BLUD
b. Dukungan dari Direktur RSUD dr Abdul Rivai sangat besar
dengan penunjukan rangkap jabatan yaitu disamping sebagat
pejabat struktural dari Pemda juga sebagai Pejabhat Pengelola
BLUD RSUD dr Abdul Rivai, sehingga menerima honor ganda
jabatan.
Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau dari
faktor disposisi diantaranya adalah dikarenakan belum adanya komunikasi
yang baik mengenai implementasi BLUD di RSUD dr Abdul Rivai
sehingga mempengaruhi faktor disposisi atau komitmet dalam
implementasi kebijakan BLUD RSUD dr Abdul Rivar.
. Struktur Birokrasi
Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau dari faktor

Struktur birokrasi diantaranya adalah
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a. Meskipun RSUD dr Abdul Rivai berstatus BLUD akan tetapi masih
merupakan instansi pemerintah di bawah Pemda Kabupeten Berau,
sehingga masih didukung anggaran dari APBD.

b. Pimpinan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Bupati, schingga
koordinasi masih tetap seperti SKPD biasa lainnya,

¢. Dukungan Pemda dengan mengeluarkan kebijakan yaitu. Peraturan
Bupati Berau Nomor 863 tahun 2010 tentang status BLUD Penuh
pada RSUD dr Abdul Rivai Berau dan Perda Nomor 18 tahun 2010
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD
dr Abdul Rivai Berau

Adapun fakior penghambat Implementasi Kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Berau dari faktor Struktur birokrasi diantaranya adalah Pemda selaku
pemilik BLUD RSUD dr abdul Rivai masih belumn menguasai tentang Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sehingga RSUD dr Abdul
Rivai kesulitan mencari tempat konsultasi mengenai Pola Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah jika suatu saat ada kendala dalam

pelaksanaannya.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil analisis data sicunder, data primer (wawancara) dan dari pendalaman
teori maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut -

1. Implementasi BLUD yang di amanatkan dalam Peraturan Bupati Berau
nomor 863 tahun 2010 tentang BLUD penuﬁ pada RSUD dr Abdul Rivai
Berau telah sesuai dengan model implementasi kebijakan yang ada hanya
saja belum optimal.

2. Faktor pendukung implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah
di RSUD dr Abdul Rivai adalah

a. Komunikasi yang baik antara pihak manajemen rumah sakit dengan
seluruh jajaranya maupuﬁ antara rumah sakit dengan Pemda selakn
pemilik rumah sakit.

- b. Sumber daya manusia pejabat pengelola BLUD tingkat pendidikan
sarjana, sumber dana selalu mendapat dukungan penuh dari Pemda
dan dengan visi misi baru rumah sakit membawa semangat baru untuk
meningkatkan pelayanan.

¢. Disposisi atau komitmen dari Pemda dan RSUD dengan membentuk
Dewan Pengawas rumah sakit, komitmen dari Pemda untuk memberi
dukungan anggaran.

d. Struktur birokrasi yang baik, berpengaruh secara posistif terhadap

implementasi BLUD di RSUD dr abdul Rivai.

123
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3. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum

Daerah di RSUD dr Abdul Rivai adalah

a. Belum adanya sosialisasi khusus tentang BLUD di lingkungan RSUD
dr Abdul Rivai kepada semua komponen rumah sakit baik pejabat
maupun karyawan rumah sakit.

b.  Sumber Daya Manusia di rumah sakit maupun Pemda yang menguasai
masalah BLUD masih sangat terbatas, Keterbatasan lahan yang
dimilik RSUD dr Abdul Rivai, Realisasi anggaran yang bersumber
dari APBD masih rendah,

¢. Dikarenakan belum adanya komunikasi yang baik mengenai
implementasi BLUD di RSUD dr Abdul Rivai sehingga
mempengaruhi faktor disposisi atau komitmet dalam implementasi

kebijakan BLUD RSUD dr Abdul Rivai.

B. Saran

L. Perlu sosialisai kembali tentang Implementasi Badan Layaran Umum
Daerah di RSUD dr Abdul Rivai.

2. Perlu melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia baik di RSUD dr
Abdul Rivai maupun sumber daya manusia di Pemda agar menguasai
wawasan tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD rumah sakit

3. Perlu upaya inovatif untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit

4. Perlu penyebaran peranan atau tanggungjawab diantara beberapa unit kerja

yang merata dalam Implementasi Badan Layanan Umum Daerah di RSUD

dr Abdul Rivai.
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LAMPIRAN 1
PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Tanjung Redeb, Januari 2017
Kepada Yth.

Calon Sumber Informan Penelitian
Di — Denpasar Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Magister Administrasi Publik
Universitas Terbuka, akan mengadakan Penelitian tentang “Implementasi Kebijakan
Bupati Berau No.863 tahun 2010 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD
dr Abdul Rivai Betau”, -

Untuk tujuan tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi sumber
informan dengan menjawab pertanyaan dalam bentuk wawancara yang diajukan,
untuk dapat dipakai sebagai sumber informasi bagi peneliti. Saya akan menjamin
kerahasiaan identitas Bapak/Ibu.

Partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini sangat kami hargai dan atas partisipasinya
saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

Murhadi Subowo

NIM : 500895328
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LAMPIRAN 2
PERSETUJ[_IAN MENJADI INFORMAN

Saya yanbertandatangan dibawah inj :

a. Nama :
b. Jenis¥lamin :
C. Jabatzn
d. Instans;
e. Masa3érja

Setéla mendapatkan pénjelésan dan mengerti tentang tujuan peﬁelitian Judul :
“Implemctasi Kebijakan Bupati Berau No.863 tahun 2010 tentang Badan Layanan
Umum Dzrah Pada RSUD dr Abdul Rivai Berau™ yang dilakukan oleh Peneliti -
Murhadi Jubowo, bahwa saya diminta untuk berperan serta dalam penelitian yang
nantinya:-ian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sebelumnya saya
sudah dibrikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian ini dan saya

mengerifkhwa peneliti akan menjaga kerahasiaan diri 5aya.

Demikiansecara sadar, sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya

berperanss:ta dalam penelitian ini dan bersedia menandatangani lembar persetujuan

ini.

Tanjung Redeb,  Januari 2017
Informan
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Lampiran 3 :
PEDOMAN WAWANCARA

Data informan:

Nama : (inisial)
Jenis kelamin

Jabatan

Instansi :
Pengalaman kerja :

Al A e

A, Komunikasi

1)} Apakah bapak mengetahui status BLUD di RSUD dr Abdul Rivai dan Apa
maksud status tersebut?

2) Dalam pembentukan kebijakan pengelolaan badan layanan umum daerah ini,
apakah pemah Pemerintah Kabupaten Berau melakukan sosialisasi bahwa
ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan badan layanan umum
daerah?

3) Bagaimana bentuk sosialisasi tersebut 7 Apakah sosialisasi tesebut telah jelas
tanpa menimbulkan salah tafsir ?

4) Siapa saja yang hadir dalam sosialisasi tersebut ?

5) Berapa kali di sosialisasikan sampai ke taraf aplikasi ?

6) Dalam pembentukan kebijakan pengelolaan badan layanan umum daerah ini,
apakah pemah rumah sakit dr abdul rivai berau melakukan sosialisasi bahwa
ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan badan layanan umum
daerah?

7) Dengan terlaksananya kebijakan tentang Badan Layanan Umum Daerah Di

"~ Rumah Sakit Dr Abdul Rivai Berau tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai?

B. Sumber daya

1) Sebagai pelaksana kebijakan, apakah bapak/ibu bisa menjelaskan latar
belakang dibentuknya kebijakan tentang BLUD Di Rumah Sakit Dr Abdul
Rivai Berau?

2) Darimana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan tentang Badan Layanan
Umum Daerah ini?

3) Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh pemerintah
Kabupaten berau dalam mengelola badan layanan umum daerah ini?

4) Apakah ada upaya-upaya yang memadai untuk meningkatkan pendapatan
anggaran dalam mengelola badan layanan umum daerah ini?

5) Siapa saja yang.berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah ini?

6) Informasi apa saja yang bisa anda ketahui tentang BLUD di RSUD ini?

C. Disposisi
1) Apa pertimbangan Rumah Sakit Dr Abdul Rivai Berau mendapat disposisi
menjalankan kebijakan tentang Badan Layanan Umum Daerah bukan SKPD
lain?
.2) Apakah atasan/bawahan bapak/ibu mendukung penuh kebijakan badan
layanan umum daerah di RSUD Dr Abdul Rivai?
3) Apa bentuk dukungannya?
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4) Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kebijakan Badan Layanan Umum
Daerah Di Rsud Dr Abdul Rivai, adakah kendala-kendala yang dihadapi saat
ini?

5) Bagaimana sikap bapakfibu dalam menghadapi kendala tersebut? Adakah
saran-saran untuk rumah sakit?

6) Adakah hukum yang mengatur dan melindungi Rumah Sakit Dr Abdul Rivai
Berau dalam pelaksanaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ini?

7) Apakah ada tindakan/sikap partisipatif dari pemerintah kabupaten berau
dalam mengelola badan layanan umum daerah  ini?

D. Struktur birokrasi

1) Apakah kebijakan pengelolaan badan layanan umum daerah yang dibentuk
oleh pemerintah kabupaten berau memenuhi kepentingan rumah sakit dr
abdul rivai berau?

2) Bagaimana pandangan pemerintah kabupaten berau terhadap keberadaan
Badan layanan umum daerah pada rumah sakit dr abdul rivai berau dengan
berbagai kegiatannya?

3) Adakah SOP (Standard Operating Procedures) dalam pelaksanaan tentang
badan layanan umum daerah ini ?

4) Bagaimana koordinasi yang dilakukan rsud dr abdul rivai dengan stakeholder
untuk melaksanakan kebijakan ini ?

5) Bentuk keseriusan Rumah Sakit dalam Implementasi Kebijakan Badan
Layanan Umum Daerah, apakah ada evaluasi atau monitoring?

6) Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung
terlaksananya kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit Dr
Abdul Rivai Berau tersebut?
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LAMPIRAN 4 MATRIK INSTRUMEN PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BERAU NO.863 TAHUN 2010
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERAU
N AN | PENBLITIAN INDIKATOR PERTANYAAN OBJEK PENELITIAN PENGUNTUL
1. | Bagaimana [1. Surat 1. Komunikasi [1) Apakah bapak mengetahui status | 1)KepalaTata Uszha e Wawancara
implementasi Keputusan . BLUD di RSUD dr Abdul Rivai dan | 2)Kepala Bidang Keperawatan e Dokumentasi
Kebijakan | Bupati Berau Apa maksud status tersebut? 3) g?:g::%ﬁ?gfﬁ%mpegawam
E:;l:::an No.863 Tahun 2) Dalam pembentukan kebijakan 4)Kaéubb ag Perencanaan /Pejabat Teknis
2010 tentang pengelolaan badan layanan umum | "grup
Umum Penetapan daerah ini, apakah pernah | 5)Kasubbag Keuangan/Pejabat Teknis
Daerah Rumah Sakit dr Pemerintah  Kabupaten  Berau| BLUD
Pada Abdul Rivai melakukan sosialisasi bahwa ada | 6)Kepala Seksi Mutu Pelayanan &
Run'lah Tanjung Redeb kebijakan yang mengatur tentang | Asuhan Keperawatan o
Sakit Menerapkan pengelolaan badan layanan umum | 7) Ka.Seksic Ketenagaan & Logistik
D Pola dacrah? 8) Eepse rli:g:tm Prasarana, Sarana
: e a.Seksi
g::;zh Ezl‘lﬁnelolaan 3) Bagatljma};z;\ kbintuk_ ; sqsxahs;m Pelayanan Medik & Penunjan
gan terse }lt ! Apaka sos_la 1sasi tesebut 9) Ka.Seksi Pengembangan Baku Mutu
Badan Layanan telah jelas tanpa menimbulkan salah 10) Ka.Seksie Pengembangan
Umum Daerah tafsir ? Infor & Pemasaran
(PPK BLUD) 4) Siapa saja yang hadir dalam | 11) Pejabat Teknis BLUD/staf kenangan
dengan Status sosialisasi tersebut 7
Penuh berkaitan 5) Berapa kali di sosialisasikan sampai
dengan 4 ke taraf aplikasi ?
(empat) variabel 6) Dalam pembentukan kebijakan

yang

pengelolaan badan layanan umum

mempengaruhi daerah ini, apakah pernah rumah
implementasi sakit dr abdul rivai berau melakukan
menurut George sosialisasi bahwa ada kebijakan yang
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Mo AN | pEors INDIKATOR PERTANYAAN OBJEK PENELITIAN PENG M UL

C. Edwards III mengatur tentang pengelolaan badan

yaitu layanan umum daerah?

komunikasi, 7) Dengan terlaksananya kebijakan

sumberdaya, tentang Badan Layanan Umum

disposisi dan Daerah Di Rumah Sakit Dr Abdul

struktur Rivai Berau tersebut, apa tujuan

birckrasi. yang ingin dicapai?

2 Implementasi

Kebijakan 2. Sumber Daya |7) Sebagai pelaksana kebijakan, apakah

Bupati Berau . bapak/ibu bisa menjelaskan latar

No.863 Tahun belakang dibentuknya kebijakan

2010 Tentang tentang BLUD Di Rumah Sakit Dr

Badan Layanan
Umum Daerah
Di Rumah Sakit
dr Abdul Rivai
Berau berkaitan
dengan faktor
penghambat dan
pendukung
yang diperoleh
melalui  hasil
wawancara dan
analisa data
skunder.

Abdul Rivai Berau?

8) Darimana sumber dana untuk
melaksanakan kebijakan tentang
Badan Layanan Umum Daerah ini?

9) Adakah fasilitas-fasilitas . yang
memadai yang diberikan ' oleh
pemerintah Kabupaten berau dalam
mengelola badan layanan umum
daerah ini?

10) Apakah ada upaya-upaya yang
memadai  untuk  meningkatkan
pendapatan anggaran dalam
mengelola badan layanan umum

~ daerah ini?

11)Siapa saja yang berperan dalam

pelaksanaan kebijakan pengelolaan
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RUMUSAN FOKUS PENGUMPUL
MASALAH PENELITIAN INDIKATOR PERTANYAAN OBJEK PENELITIAN AN DATA

Badan Layanan Umum Daerah ini?
12) Informasi apa saja yang bisa anda
ketahui tentang BLUD di RSUD ini?

3. Disposisi 8) Apa pertimbangan Rumah Sakit Dr
Abdul Rivai Berau mendapat
disposisi menjalankan kebijakan
tentang Badan Layanan Umum
Daerah bukan SKPD lain?

9) Apakah atasan/bawahan bapak/ibu
mendukung penuh kebijakan badan
layanan umum daerah di RSUD Dr
Abdul Rivai?

10) Apa bentuk dukungannya?

11)Bagaimana tanggapan bapak/ibu
tentang kebijakan Badan Layanan
Umum Daerah Di Rsud Dr Abdul
Rivai, adakah kendala-kendala yang
dihadapi saat ini?

12)Bagaimana sikap bapak/ibu dalam
menghadapi  kendala  tersebut?
Adakah saran-saran untuk rumah
sakit?

13) Adakah hukum yang mengatur dan
melindungi Rumah Sakit Dr Abdul
Rivai Berau dalam pelaksanaan
Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah ini?
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No

RUMUSAN
MASALAH

FOKUS
PENELITIAN

INDIKATOR

PERTANYAAN

OBJEK PENELITIAN

PENGUMPUL
AN DATA

4, Struktur
birokrasi

14) Apakah ada tindakan/sikap

)

2)

3)

4)

5)

partisipatif dari pemerintah
kabupaten berau dalam
mengelola badan layanan umum
daerah ini?

Apakah  kebijakan  pengelolaan
badan layanan umum daerah yang
dibentuk oleh pemerintah kabupaten
berau memenuhi  kepentingan
rumah sakit dr abdul rivai berau?
Bagaimana pandangan pemerintah
kabupaten  berau terhadap
keberadaan

Badan layanan umum daerah pada
rumah sakit dr abdul rivai berau
dengan berbagai kegiatannya?
Adakah SOP (Standard Operating
Procedures) dalam  pelaksanaan
tentang badan layanan umum
daerah ini ?

Bagaimana koordinasi yang
dilakukan rsud dr abdul rivai dengan
stakeholder untuk melaksanakan
kebijakan ini ?

Bentuk keseriusan Rumah Sakit
dalam Implementasi Kebijakan
Badan Layanan Umum Daerah,
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No R PENDLITIAN INDIKATOR PERTANYAAN OBJEK PENELITIAN A L
apakah  ada  evaluasi atau
monitoring?

6) Apa saja yang menjadi
peraturan-peraturan pelaksana untuk
mendukung terlaksananya kebijakan
Badan Layanan Umum Daerah Di
Rumah Sakit Dr Abdul Rivai Berau
tersebut?

2 | Faktor-faktor | Jenis hambatan Faktor-faktor yang Apakah faktor penghambat dan faktor | 1) Kepala Tata Usaha e Wawancara
apa  saja | dan mempengaru pendukung dalam implementasi | 2) Kepala Bidang Keperawatan ® Dokumentasi
sebagai dukl.m_gan hi Kebijakan Badan Layanan Umum 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
penghambat | seperti apa implementasi Daerah Pada Rumah Sakit Umum /Pejabat Teknis BLUD
dan yang Kebijakan 4) Kasubbag Perencanaan /Pejabat
pendorong dihadapi Badan Layanan Daerah Berau? Telmis BLUD
dalam dalam Umum Daerah 5) Kasubbag Keuangan/Pejabat Teknis
implementasi | implementasi Pada Rumah BLUD
Kebijakan | Kebijakan Badan Sakit U 6) Kepala Seksi Mutu Pelayanan &

Badan Layanan Umum Da ! ah roum Asuhan Keperawatan
Layanan Daerah aerah Berau 7) KaSeksie Ketenagaan & Logistik
Umum Pada Rumah Keperawatan
Daerah Sakit Umum 8) Ka.Seksie P_rasarana, . Sarana
Pada Daerah Beraw? Pelayanz.m Medik & Penunjang

9) KaSeksi Pengembangan Baku
Runllah Mum :
Sakit " 10) Ka.Seksie Pengembangan
Umum 11) Infor & Pemasaran
Daerah 12)Pejabat Teknis BLUD/staf keuangan
Berau
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LAMPIRAN 5
DATA INFORMAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI BLUD RSUD dr ABDUL RIVAI BERAU
INISIAL TANGGAL
INFORMAN Nama NIP Umur Jabatan SKPD JABATAN BLUD WAWANCARA
Kasi Pengembangan
| Syahrial, SE 19640824 1985111003 | 53 | Informasi Dan 23/01/2017
Pemasaran’
2 Rusmantoro.SH 19610812 198603 1031 | 56 | &asiPengembangan 23/01/2017
‘ Baku Mutu
Ka.Seksie
3 Ns.Hendry Supriadi,S.Kep'| 19730910 199303 1 006 | 44 f:g;‘f;ﬁm & 24/01/2017
Keperawatan
Kepala Bidang
4 54 | Pelayanan 23/01/2017
Jaleha Umar,SKM, M.Si | 19631231 198402 2 006 Keperawatan
Kepala Seksi
5 Ns.Arief Suryanto,S.Kep | 19730726 199803 1005 | 44 i’ls‘gh“ai clayanan & 23/01/2017
Keperawatan
6 Sutrisno, A.Md. Kep 19630729 198301 1001 | 54 | Kasubbag Pejabat Teknis 27/01/2017
Perencanaan
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T Kasi Prasarana,

7 Sulasno ,SE 19630729 198301 1001 | 54 | Sarana Pelayanan 27/01/2017
Medik Dan
Penunjang Medik

8 Sri Novi Hariani,SE. Akunt | 19721102 200604 2 025 | 45 | Staf Keuangan Pejabat Teknis 25/01/2017

9 Sarengat, Sip.Misi 16740312 199703 1004 | 43 | KasubbagUmum |5 0 popni 27/01/2017
Dan Kepegawaian

10 i j i 27/01/2017

Tumadi 19650304 198603 1 021 52 | Kasubbag Keuangan | Pejabat Teknis /01/
11 H. Anda Kusmayadi, SH | 19590525 198603 1049 | 58 | Kepala Tata Usaha | Pejabat Keuangan 28/01/2017
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